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Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa
yang harus mereka infakkan. Katakanlah, Harta apa saja yang
kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua,
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang
dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan). Kebaikan
apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahuinya” (Q.S. Al-Baqarah: 215).”

* Departemen Agama Republik Indonesia, 4/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT.
Sygma Examedia Arkanleema), 33.
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ABSTRAK

Yogi Pratama Putra, 2025: Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan
Akta Hibah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan
Nomor: 09/Pdt.G/PN.Bkl).

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Putusan, Pembatalan Akta Hibah.

Hibah merupakan pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain
dengan sukarela tanpa paksaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Permasalahan pembatalan hibah yang pada awal mula gugatan
ini diajukan karena ada salah satu pihak yang berusaha menguasai harta hibah
tidak bergerak berupa sebidang tanah. Sengketa terjadi karena sebelum pemberi
hibah meninggal dunia sedang sakit parah, Tergugat II memanfaatkan hal itu
dengan mendatangkan Tergugat I untuk membuatkan akta hibah selaku Notaris
yang dalam akta hibah tersebut menghibahkan seluruh hartanya. Dengan
terjadinya penghibahan itu, para Penggugat mengajukan gugatan untuk
membatalkan akta hibah di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana duduk perkara pembatalan akta hibah
dalam putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl?. 2) Bagaimana pertimbangan
hukum  hakim terhadap perkara pembatalan akta hibah  nomor
09/Pdt.G/2023/PN.Bkl?. 3) Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim
terhadap perkara pembatalan akta hibah nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl?. Tujuan
penelitian: 1) Untuk mengetahui duduk perkara pembatalan akta hibah putusan
nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl. 2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim
terhadap perkara pembatalan akta hibah putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl. 3)
Untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan hakim pembatalan akta putusan
nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jenis penelitian adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber
bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan teknik
analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deduktif.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Duduk perkara dalam kasus ini bermula dari
penghibahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusaha menguasai tanah
dengan mendatangkan Notaris untuk dibuat Akta Hibah dan dilakukan tanda
tangan oleh pemberi hibah pada saat kondisi sedang sakit parah. 2) Pertimbangan
hukum hakim dalam putusan pembatalan akta hibah menjadi batal demi hukum
dengan menggunakan kewenangan jabatan (Ex Officio) serta berdasar pada Pasal
1666, 1688, 1682 jo. Pasal 617, dan 1320 KUHPerdata, serta rezim hukum
tentang Jabatan Notaris, rezim hukum tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dan rezim hukum agraria. 3) Dalam analisis yuridis pertimbangan
hakim, dengan mempertimbangkan Pasal 118 HIR, Pasal 1321, 1338, 1365, 1666,
1688, 1691, 1682 jo. Pasal 617, dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah
penghibahan, serta SEMA No. 10 Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas
bagi pengadilan dan hakim menggunakan kewenangan jabatan (Ex Officio).
Sehingga penghibahan yang dilakukan antara pemberi hibah dan Tergugat II dapat
dinyatakan batal demi hukum yang berarti dari awal tidak pernah terjadi
perikatan.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemindahan kepemilikan hak atas benda di sistem hukum Islam dapat
diperoleh dari adanya pengalihan hak baik didasarkan atas adanya perjanjian
yang bertujuan untuk memindahkan hak dan pemindahan atau pengalihan hak
itu sendiri.' Setiap orang dapat dikatakan telah memiliki ataupun menguasai
suatu benda baik benda berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak
atau tidak bergerak yang harus dilandasi atas dasar hukum. Dalam masyarakat
pemindahan hak dapat melalui praktek-praktek hukum seperti: jual beli,
hibah, wakaf, dan wasiat atau tukar-menukar atau perbuatan hukum yang

lainnya.

Menurut bahasa hibah adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu
baik berbentuk harta ataupun selain itu kepada orang lain. Sedangkan
menurut istilah Syar’i hibah merupakan suatu akad yang dapat menyebabkan
berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan
tanpa adanya balasan dan dilakukan selama masih hidup. Di dalam Kompilasi
Hukum Islam pada Pasal 171 huruf g, bahwa hibah dalah pemberian suatu
benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain

yang masih hidup untuk dimiliki.?

! Izza Nurani Zahra, “Analisis Yuridis Pembatalan Hibah Orangtua Kepada Anaknya
Perspektif Hukum Islam™ (Skripsi: Fakultas Syari’ah, Unimma Magelang, 2022), 1-2.

2 Siah Khosyi’ah, Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Figh Dan Perkembangannya Di
Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. [, 2010), 239.



Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan yang mana menurut para
Ulama yaitu pemberian hibah dapat diminta kembali jika si penerima hibah
masih belum mengambil alih benda/objek yang dihibahkan, dan sebaliknya
jika si penerima sudah mengambil alih benda atau objek yang dihibahkan
maka benda atau objek yang dihibahkan tidak dapat diminta kembali oleh si

pemberi hibah.’

Hibah mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat, hibah dapat
diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama dan golongan
sehingga hibah dianggap menjadi solusi dalam pembagian harta warisan
kepada keluarganya. Akan tetapi dalam kenyataannya hibah belum dapat
dikatakan sebagai solusi yang tepat dalam pembagian harta warisan, karena
hibah dapat menimbulkan masalah yaitu pembatalan hibah atau penarikan

kembali hibah .*

Hibah merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer), hibah sering kali menjadi sengketa antara
pihak-pihak yang terlibat, akan tetapi dalam pelaksanaan pembatalan hibah
dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu syarat-syarat yang tidak terpenuhi.5
Dalam melakukan penghibahan yang telah diberikan umumnya tidak dapat

dibatalkan, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian, sehingga hibah bisa

% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), Jilid 4, 216.

* Meylita Stansya Rosalina, “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata”, Jurnal Lex Privatum, Vol. V, No. 7, (2017), 30.

® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1688..



ditarik kembali yang memiliki tujuan untuk mengurangi dampak negatif yang

muncul karena tidakjelasan status hibah terutama hibah dalam bentuk tanah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) hibah diatur
dalam Buku III tentang perikatan, sedangkan dalam Ketentuan mengenai
hibah dapat ditemukan dalam Bab X Buku III KUH Perdata yang mengatur
tentang perikatan.” Dalam KUHPerdata pasal 1666 menjelaskan bahwa hibah
adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma yang tidak
dapat dibatalkan baik benda bergerak atau tidak bergerak dan dilakukan saat
masih hidup.® Sedangkan pada Pasal 1688 KUH Perdata menjelaskan bahwa
hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali dalam situasi-situasi

tertentu.

Syarat-syarat hibah terdiri dari 2 syarat, yaitu syarat objektif dan
syarat subjektif. Dalam hal ini yang dimaksud syarat objektif yaitu sesuai
dengan Pasal 1667 KUHPer bahwa apa saja yang boleh dihibahkan.
Sedangkan syarat subjektif yaitu siapa yang diperbolehkan memberi hibah
dan siapa yang tidak boleh menerima hibah serta keadaan atau kondisi yang

tidak memungkinkan untuk diterimanya penghibahan.9

® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1680-1686.

" Zulkarnain, Deni Rusli, Dan Zakaria Syafe’i, ”Pembatalan Hibah Dalam Hukum Islam
Dan Perdata Indonesia Dalam Teori Perikatan”, Indonesian Journal Of Humanities And Social
Sciences, Vol. 4 Issue 2 (July 2023), 277-278. https://ejournaliai-tribaktilac.id/index.php/uhss.

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1666.

% Israviza Notaria, ”Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan
Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan MA
Nomor 2954/K/PDT/2017”, Indonesia Notarie, Vol. 2, Article 17, (September 2020), 362.
https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/17.
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Penarikan kembali atau pembatalan akta hibah dapat dilakukan
melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dalam penyelesaian suatu
sengketa hibah didasarkan pada hukum yang dianut oleh para pihak yang
bersengketa. Misal untuk masyarakat muslim dapat menyelesaikan sengketa
hibah melalui Pengadilan Agama yang dapat mempergunakan hukum perdata
Islam, sedangkan untuk mesyarakat non mulim dapat melalui Pengadilan
Negeri yang mempergunakan hukum perdata berdasar pada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer).10

Berdasarkan pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan absolut masing-masing badan
peradilan tersebut diatur, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili,
memutus perkara pidana dan perdata, Peradilan agama berwenang
memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-
orang yang beragama Islam, Peradilan Militer berwenang memerika,
mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer, dan Peradilan Tata
Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."" Pengadilan Negeri memiliki

wewenang dalam perkara perdara secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka setiap orang diperbolehkan
menerima dan memberikan hibah, serta hibah harus dilakukan saat masih

hidup dengan menekankan aspek sukarela tanpa paksaan. Sesuai dengan

19 Tyas Pangesti, "Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor
20/Pdt.G/1996/PN. Pt)”, (Tesis: Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 8-9.
! Undang-Undang 48 Tahun 2009, Pasal 25.



perkara yang muncul di kalangan masyarakat sering kali timbul permasalahan
terkait hibah. Dalam masyarakat hibah dianggap menjadi solusi untuk
pembagian harta warisan, tetapi hibah dapat menimbulkan permasalahan yang
berujung ke Pengadilan. Perkara hibah diselesaikan di Pengadilan karena
hibah dapat menimbulkan masalah akibat hukum. Penarikan atau pembatalan
hibah dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri bagi masyarakat non Islam
harus mengikuti hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW
(Burgerlijk  Wetboek), sedangkan bagi masyarakat umat Islam harus

mengikuti hukum Islam sehingga dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dalam putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl terdapat permasalahan
dengan adanya pembatalan hibah yang pada awal mula gugatan ini diajukan
karena ada salah satu pihak yang berusaha menguasai harta hibah tidak
bergerak berupa sebidang tanah. Sengketa terjadi karena sebelum pemberi
hibah meninggal dunia sedang sakit parah, Tergugat II memanfaatkan hal itu
dengan mendatangkan Tergugat I dengan meminta bantuan untuk membuat
akta hibah selaku Notaris yang dalam akta hibah tersebut menghibahkan
seluruh hartanya. Dengan terjadinya penghibahan itu, para penggugat
menyatakan bahwa pada saat penghibahan pemberi hibah tidak cakap hukum
sehingga akta tersebut tidak sah serta setelah kematian penerima hibah tidak
ada ahli waris yang sah, dengan kemudian para Penggugat telah berupaya
secara baik-baik untuk mendapatkan harta hibah itu dari Tergugat II akan

tetapi tergugat II berikeras untuk mempertahankan harta tersebut dengan akta



hibahnya. Dengan demikian maka para Penggugat mengajukan gugatan untuk

membatalkan akta hibah di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Gugatan yang dikabulkan oleh hakim pada perkara Nomor
09/Pdt.G/2023/PN.Bkl dimana dalam putusan ini menarik untuk dikaji yaitu
yang pertama para penggugat bukanlah ahli waris dari pemberi hibah, dengan
hal itu maka para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk
mengajukan pembatalan akta yang bersifat dapat dibatalkan, yang kedua yaitu
pembuatan akta hibah tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang
mengatur tentang syarat sahnya perikatan, dan yang ketiga adalah dalam
putusan ini pembatalan akta hibah dilakukan oleh hakim perdata yang
seyogyanya untuk membatalkan akta atau sertifikat hanya dapat dilakukan
oleh hakim TUN. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai “Analisis yuridis pertimbangan hakim
terhadap pembatalan akta hibah perspektif Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (Studi Putusan nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl)”.

. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua

fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara pembatalan akta hibah dalam putusan nomor:
09/Pdt.G/2023/PN.Bkl1?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap perkara pembatalan

akta hibah nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bk1?



3. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap perkara
pembatalan akta hibah nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl perspektif Kitab
Undang-Undang Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui duduk perkara pembatalan akta hibah pada putusan
nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.

2. Dapat mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap perkara
pembatalan akta hibah nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.

3. Dapat mengetahui analisis yuridis pertimbangan hakim terjadinya
pembatalan akta hibah di putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl
perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian memuat tentang kontribusi atau kegunaan yang
diberikan pasca melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdapat

manfaat yang dapat di bagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan maanfaat
berupa referensi dan wawasan terkait pembatalan hibah bagi masyarakat
luas pada umumnya dan bagi para akademisi khususnya, yang sedang
menempuh pembelajaran dibidang ilmu hukum terutama dalam ruang
lingkup hibah.

2. Manfaat Praktis



a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat terlebih lagi pihak-pihak terkait
terhadap permasalahan hibah.

b. Melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran
yang dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang sedang berperkara
dalam menyelesaikan perkaranya.

E. Definisi Istilah
Maksud dari definisi istilah adalah pengertian dari istilah-istilah yang
menjadi titik penting dalam judul penelitian.12 Adapun istilah-istilah tersebut

dalam penelitian ini antara lain:

1. Pertimbangan Hakim
Menurut KBBI pertimbangan adalah bahan pemikiran, sedangkan
hakim menurut KBBI adalah orang yang mengadili perkara."® Secara
umum pertimbangan hakim adalah bahan pemikiran hakim yang dipakai
untuk  memutus perkara. Dalam = setiap pertimbangan hakim
menggunakan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku.
2. Pembatalan Hibah
Menurut KBBI pembatalan adalah proses, cara, perbuatan
membatalkan, pernyataan pembatalan'® Pembatalan adalah perbuatan

membatalkan sesuatu, yang dimaksud dalam hal ini khususnya

'2 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 87.

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 09 Januari, 2025, 22.45 WIB.
https://www.kbbi.web.id/bahan-2.

Y Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 24 November, 2024, 20.29 WIB.
https://www.kbbi.web.id/batal.



https://www.kbbi.web.id/bahan-2
https://www.kbbi.web.id/batal

pembatalan hibah sehingga pembatalan ini bisa juga disebut penarikan
yang diminta kembali. Dalam Undang-Undang Kitab Hukum Perdata
sudah diatur dalam Pasal 1688 yang menjelaskan bahwa hibah tidak
dapat ditarik kembali, kecuali dalam situasi tertentu. Menurut KBBI
hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan sesuatu
kepada orang lain yang pemberiannya pada semasa hidup.™ Hibah adalah
suatu yang diberi oleh seseorang dilakukan oleh seseorang yang masih
hidup kepada orang lain.’® Hibah dapat dilakukan apabila terdapat
pemberi hibah, penerima hibah, dan benda atau objek yang akan
dihibahkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata
(KUHPerdata) Pasal 1666-1688 menjelaskan tentang hibah.
F. Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan dapat terstruktur secara sistematis, maka

sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu;

Bab I berisi Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara

teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, pembahasan mengenai penelitian

terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan pembatalan hibah.

Bab III berisi Metode Penelitian, dalam bab ini membahas jenis

penelitian normatif, jenis pendekatan kasus dan pendekatan perundang-

15 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 24 November, 2024, 20.50 WIB.
https://www.kbbi.web.id/hibah.
18 Erman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Bandar Maju, 1955), 73
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undangan yang digunakan dalam penelitian, sumber bahan hukum, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini berisi penyajian data yang
memberikan penjelasan berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam
putusan pembatalan hibah, serta analisis data yang menjelaskan hasil

penelitian yang berdasarkan fokus penelitian.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan
yang telah dilakukan, serta saran-saran yang berkaitan dengan topik
pembahasan. Dengan hal itu, bab ini adalah bab bagian akhir atau penutup

dari penelitian.



BAB I1
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui bahwa penelitian
yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya dengan tema kewarisan. Penelitian-penelitian tersebut antara

lain:

a. Dalam skripsi yang ditulis oleh Aryanda Algiarica Utersa, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul ”Analisis Hukum Islam
Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah (Studi Pada
Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor:
503/Pdt.G/2021/PA.Gdt)”"" tahun 2023, dalam skripsi ini membahas
tentang analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang perkara
pembatalan hibah. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui putusan
hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara tentang pembatalan
hibah serta analisis hukum Islam.

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berjudul
Akibat Hukum Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor:
09/Pdt.GG/2023/PN. Bkl) yaitu bertujuan untuk mengetahui pertimbangan
hakim serta akibat hukum atas pembatalan akta hibah sesuai dengan

putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl dengan menggunakan metode

" Aryanda Algiarca Utersa, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang
Perkara Pembatalan Hibah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor:
503/Pdt.G/2021/PA.Gdt), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

11
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penelitian yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan
perundang-undangan (statue approach), sumber data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder yang mana data primer berupa
putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl
serta perundang-undangan yang sesuai dengan putusan tersebut, data
sekunder dapat diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, artikel, makalah
atau literatur lainnya yang berkaitan dengan hibah.

Skripsi ini terdapat persamaan yang membahas pertimbangan
hakim mengenai perkara pembatalan hibah, namun terdapat perbedaan
yaitu skripsi di atas lebih fokus kepada analisis hukum Islam terhadap
putusan hakim sedangkan peneliti membahas mengenai analisis yuridis
pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah perspektif KUH Perdata
serta bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara pembatalan hibah
di Pengadilan Negeri Bangkalan.

b. Dalam skripsi yang ditulis oleh Intan Firgania, Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember, berjudul ”Analisis Pertimbangan Hakim
Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi
Putusan Nomor: 1633/Pd‘[.G/2O23/PA.BWi)”18 tahun 2024, penelitian ini
membahas tentang pembatalan hibah atas tanah yang berakta hibah.
Dalam skripsi ini berfokus pada kronologi pemberian hibah serta
pertimbangan hakim memutus perkara dalam putusan nomor:

1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

“Intan Firgania, Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan
Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor: 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi), Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.
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Adapun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berjudul
Akibat Hukum Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor:
09/Pdt.G/2023/PN. Bkl) yaitu bertujuan untuk mengetahui pertimbangan
hakim serta akibat hukum atas pembatalan akta hibah sesuai dengan
putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl dengan menggunakan metode
penelitian yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan
perundang-undangan (statue approach), sumber data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder yang mana data primer berupa
putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl
serta perundang-undangan yang sesuai dengan putusan tersebut, data
sekunder dapat diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, artikel, makalah
atau literatur lainnya yang berkaitan dengan hibah.

Skripsi ini terdapat persamaan yang membahas pertimbangan
hakim mengenai perkara pembatalan hibah, namun terdapat perbedaan
yaitu skripsi di atas lebih fokus kepada kronologi pemberian hibah serta
pertimbangan hakim sedangkan peneliti membahas mengenai analisis
yuridis pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah perspektif KUH
Perdata serta bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara
pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Dalam tesis yang ditulis oleh Inayatul Syarifah, Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul ”Analisis Putusan Hakim
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Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah”, tahun 2021.%°
Dalam tesis ini berfokus pada pertimbangan hakim dan tinjauan
maslahah putusan banding nomor: 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berjudul
Akibat Hukum Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor:
09/Pdt.G/2023/PN. Bkl) yaitu bertujuan untuk mengetahui pertimbangan
hakim serta akibat hukum atas pembatalan akta hibah sesuai dengan
putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl dengan menggunakan metode
penelitian yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan
perundang-undangan (statue approach), sumber data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder yang mana data primer berupa
putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl
serta perundang-undangan yang sesuai dengan putusan tersebut, data
sekunder dapat diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, artikel, makalah
atau literatur lainnya yang berkaitan dengan hibah.

Skripsi ini terdapat persamaan yaitu membahas tentang
pembatalan hibah, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu analisis yuridis
pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah perspektif KUH Perdata
dalam putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.

d. Dalam jurnal yang ditulis oleh Zulkarnain, Deni Rusli, dan Zakaria

Syafe’i berjudul “Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Hukum

Y Tnayatul Syarifah, Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara
Pembatalan Hibah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
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Perdata dalam Teori Perikatan” Volume 4 Tahun 2023.%° Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum
Perdata Indonesia terkait pembatalan hibah serta mengeksplorasi
kesamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hasil penelitian
ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek
hukum yang relevan dalam konteks pembatalan hibah dalam hukum
Islam dan Perdata Indonesia.

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berjudul
Akibat Hukum Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor:
09/Pdt.G/2023/PN. Bkl) yaitu bertujuan untuk mengetahui pertimbangan
hakim serta akibat hukum atas pembatalan akta hibah sesuai dengan
putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas yaitu
penelitian ini fokus analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap
pembatalan hibah perspektif KUH Perdata dalam putusan nomor
09/Pdt.G/2023/PN.Bkl, sedangkan penelitian diatas untuk mengetahui
tentang pandangan hukum Islam dan Perdata Indonesia terkait
pembatalan hibah serta kesamaan dan perbedaan antara hukum tersebut.

e. Dalam jurnal yang ditulis oleh Mohammad Afif berjudul Penyelesaian
Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis

Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PTA.Pal)” Volume 1 No. 3 Oktober

20 7ulkarnain, Deni Rusli, Zakaria Syafe’i, Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan
Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan, Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences,
Vol. 4, Issue 2 July 2023.
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2024.%! Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur hukum dalam
penyelesaian sengketa pembatalan hibah dan pertimbangan hakim di
Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berjudul
Akibat Hukum Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor:
09/Pdt.G/2023/PN. Bkl) yaitu bertujuan untuk mengetahui pertimbangan
hakim serta akibat hukum atas pembatalan akta hibah sesuai dengan
putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas yaitu
penelitian ini fokus analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap
pembatalan hibah perspektif KUH Perdata dalam putusan nomor
09/Pdt.G/2023/PN.BKkl, sedangkan penelitian diatas untuk mengetahui
prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa pembatalan hibah dan

pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Palu.

2! Mohammad Afif, Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi
Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PTA.Pal), Insani: Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 3 Oktober 2024.
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Perbandingan Penelitian
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No Nama Judul Penelitian Perbedaan Persamaa
Peneliti n
1 | Aryanda | Analisis Hukum Islam | Perbedaan ini terletak | Persamaa
Algiarica | Terhadap Putusan pada fokus penelitian n antara
Utersa Hakim Tentang yang mana dalam kedua
Perkara Pembatalan skripsi ini berfokus penelitian
Hibah (Studi Pada terhadap keputusan ini yaitu
Putusan Pengadilan hakim dalam memutus | sama-
Agama Gedong Tataan | perkara pembatalan sama
Nomor: hibah, sedangkan meneliti
503/Pdt.G/2021/PA.Gd | dalam penelitian ini pembatala
t) berfokus pada analisis | n hibah
yuridis pertimbangan
hakim terhadap
pembatalan hibah
perspektif KUH
Perdata dalam putusan
nomor
09/Pdt.GG/2023/PN.BKI.
2 | Intan Analisis Pertimbangan | Skripsi ini membahas Persamaa
Firgania | Hakim Tentang tentang kedudukan n antara
Pembatalan Hibah Di sertifikat hibah dalam | kedua
Pengadilan Agama kewenangan penelitian
Banyuwangi (Studi Pengadilan Agama. ini yaitu
Putusan Nomor: sama-
1633/Pdt.G/2023/PA.B sama
wi) meneliti
pembatala
n hibah
3 | Inayatul | Analisis Putusan Tesis ini berfokus pada | Persamaa
Syarifah | Hakim Peradilan pertimbangan hakim n antara
Agama Tentang dan tinjauan maslahah | kedua
Perkara Pembatalan putusan banding penelitian
Hibah nomor: ini yaitu
0020/Pdt.G/2019/PTA. | sama-
Bdl sama
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meneliti
pembatala
n hibah
Zulkarnai | Pembatalan Hibah Jurnal ini membahas Persamaa
n, Deni dalam Hukum Islam tentang pandangan n antara
Rusli, dan Hukum Perdata hukum Islam dan kedua
dan dalam Teori Perikatan | Perdata Indonesia penelitian
Zakaria terkait pembatalan ini yaitu
Syafe’i hibah serta kesamaan sama-
dan perbedaan antara sama
hukum tersebut. meneliti
pembatala
n hibah
Mohamm | Penyelesaian Sengketa | Jurnal ini membahas Persamaa
ad Afif Pembatalan Hibah di tentang prosedur n kedua
Pengadilan Tinggi hukum dalam penelitian
Agama Palu (Analisis | penyelesaian sengketa | ini yaitu
Putusan Nomor pembatalan hibah dan | sama-
09/Pdt.G/2022/PTA.Pa | pertimbangan hakim di | sama
1) Pengadilan Tinggi membaha
Agama Palu. s tentang
perkara
pembatala
n hibah.

B. Kajian Teori
1. Teori Ratio Decidendi
Pada dasarnya keputusan-keputusan hakim saat persidangan
berdasar pada Ratio Decidendi atau yang dikenal sebagai pertimbangan
hukum. Pertimbangan hakim atau dikenal sebagai ratio decidendi adalah
keputusan hakim yang berlandaskan pada kenyataan fakta materiil. Fakta

materiil digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum
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yang sesuai dengan kasus tersebut.? Kepustakaan utama yang didukung
oleh fakta, yurisprudensi, serta pendapat ahli yang mana ratio decidendi
digunakan. Adapun faktor-faktor hukum dibuat meliputi analisis,
justifikasi dan temuan hakim.?

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH
Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi
syarat sahnya perjanjian secara subjektif dan objektif, yang dimaksud
syarat subjektif adalah cakap, sepakat, dan syarat objektif adalah karena
suatu hal tertentu. Apabila salah satu unsur dalam perjanjian tidak dapat
dipenuhi, maka akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Dengan
hal itu jika tidak dipenuhi syarat subjektif akan menimbulkan akibat
hukum yaitu perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika terpenuhinya
syarat objektif maka perjanjian akan menjadi batal demi hukum atau
perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi perikatan
hukum. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar
hukum suatu perjanjian batal demi hukum, yaitu batal demi hukum
karena tidak terpenuhinya syarat formil perjanjian, tidak terpenuhinya
syarat objektif, dan karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang

melakukan perbuatan hukum.”® Sedangkan alasan-alasan pembatalan

22 Peter Mahmud Marzuki, Penemuan Hukum Oleh Hakim, (Jakarta: Graha Ekspress,
2014), 119.

2 Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai
Putusan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

2% Subketi, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001), Cet. 17, 17.

% Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian,
(Jakarta: Gramedia, 2010), 6-14.
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suatu perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:26

a) Pembatalan sepihak ini dengan tidak terpenuhinya persyaratan
subjektif sahnya perjanjian. Dalam hal ini pihak yang merasa
dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan, pembatalan
dapat diajukan apabila tidak adanya kesepakatan bebas dari para
pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan Pasal 1321-1328
KUHPer, adanya ketidak cakapan dalam membuat perjanjian dan
atau tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan
hukum tertentu sesuai dengan Pasal 1330 dan 1331 KUHPer. Dalam
hal ini pihak yang tidak cakap atau wakilnya yang sah berhak untuk
mengajukan pembatalan sesuai dengan Pasal 1446-1450 KUHPer.

b) Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian.

Yang dimaksud pihak ketiga sesuai dengan Pasal 1315 KUHPer
adalah mereka yang bukan termasuk dalam pihak dalam suatu perjanjian
dan juga bukan penerima dan pengoper hak, baik baik berupa alas hak
umum maupun alas hak khusus. Akan tetapi, berdasarkan pada Pasal
1315 KUHPer jo Pasal 1340 ayat (2) KUHPer menjelaskan bahwa tidak
serta merta pihak ketiga yang mangajukan pembatalan akan mendapatkan
hak-hak dari pembatalan tersebut selain apa yang diatur dalam Pasal

1317 KUHPer yaitu perjanjian untuk pihak ketiga.?’

% Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), 172.

27 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2001), 90.
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Pengadilan mempunyai fungsi yaitu tempat bagi mereka pencari
keadilan, keputusan hakim merupakan hasil dari persidangan di
pengadilan, sehingga putusan hakim harus mampu menjelaskan tuntutan
dari para pencari keadilan. Putusan hakim yang didasarkan dengan ratio
decidendi diharapkan dapat menimbulkan keadilan yang merupakan hati
nurani hakim dalam memutus perkara yang tidak hanya mengacu pada
hal-hal prosedural yakni keadilan formal akan tetapi juga memperhatikan
aspek-aspek keadilan.

Dengan tujuan hukum, Gustav Radburch berpendapat bahwa tiga
nilai yang merupakan tujuan hukum harus diterapkan untuk mencapai
tujuan hukum tersebut. Adapun asas-asas yang digunakan oleh Gustav
Radburch, yaitu:

a) Keadilan Hukum

Menurut Gustav Radburch keadilan mempunyai karakter
normatif dan konstitutif, pada dasarnya hukum bersifat normatif sebab
hukum positif didasarkan pada keadilan. Terciptanya hukum untuk
memastikan bahwa setiap masyarakat serta pejabat negara mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan ikatan sosial dan
mencapai tujuan hidup atau sebaliknya. Ketertiban sosial akan
terganggu bilamana ada larangan yang dilanggar dapat mengganggu
keadilan. Keadilan harus ditegakkan kepada siapapun, tidak tumpul

keatas dan tidak tajam kebawah, serta sanksi akan diterapkan pada
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pelanggaran yang dilakukan yang berdasarkan pada beratnya
pelanggaratn.28
b) Kepastian Hukum

Adapun 4 (empat) gagasan dasar Gustav Radburch untuk
mendefinisikan kepastian hukum yaitu perundang-undangan atau
hukum positif, hukum didasarkan pada fakta kenyataan, harus mudah
diterapkan dalam hal ini fakta harus disajikan agar mudah dipahami dan
mencegah kesalah pahaman, hukum positif sulit dipahami. Menurut
Gustav Radburch hukum positif adalah hukum yang mengatur
kepentingan masyarakat dan harus selalu dipatuhi meskipun itu tidak
adil, sebab peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan kapstian
hukum.?
c) Kemanfaatan Hukum

Prinsip utama teori ini berkaitan dengan fungsi dan penilaian
hukum, kesejahteraan terbesar bagi masyarakat adalah tujuan legislasi
dan proses evaluasi hukum berdasar pada hasil yang timbul dari
penerapannya.30 Menurut Jeremy Bentham pencetus pertama aliran
pemikiran ini bahwa manusia patuh pada kebahagiaan dan penderitaan
karena kodratnya. Manusia dapat membuat gagasan agar ketentuan

yang berdampak pada kehidupannya sebagai akibat dari penderitaan

dan kebahagiaan, dengan hal itulah tujuan utama dalam pembuatan

%Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan
Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah”, Untag Tesis, 2018, 22.

2 Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..”, 24.

% Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..”, 23.
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undang-undang adalah mencari kebahagiaan dan menghindari
kesulitan.* Tujuan hukum tidak terbatas pada pembentukan sistem
peradilan yang komprehensif, akan tetapi hukum memberikan
kemanfaaatan serta melayani kepentingan masyarakat secara setara.>
2. Hibah
a) Pengertian Hibah
Hibah menurut bahasa adalah mememberikan barang atau
benda yang berbentuk baik harta maupun selain itu kepada orang
lain. Menurut istilah syar’i hibah merupakan suatu akad yang
mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta tersebut dari
seseorang kepada orang lain tanpa imbalan dan hibah dilakukan saat
masih hidup. Menurut Daud Ali menjelaskan bahwa hibah adalah
pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk
kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan dan
juga kepada orang yang berhak menjadi ahli Warisnya.33
Dalam Hukum Perdata Islam menjelaskan bahwa hibah

adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*.

3! Farkhani, et all, Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisasi,
(Solo: Kafiah Publishing, 2018), 90.

%2 Ibnu Artadi, “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, Dan Keadilan”,
Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 74.

* M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat, (Jakarta: Ul Press, 1988),
24,

% Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam (Bandung: Penerbit
Mandar Maju, 1997), Cet. 1, 62. https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1006 .
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Hibah dapat diartikan sebagai tindakan sukarela memberikan
sebagian atau seluruh aset seseorang kepada orang lain yang masih
hidup.35 Hibah dalam kerangka KUH Perdata mempertahankan
aturan—aturan yang mengikat secara hukum untuk pemberian suatu
badan atau kekayaan. Syarat utama untuk memenuhi menjadi
penerima hibah, maka menurut Pasal 330 KUH Perdata anak
didefinisikan sebagai orang yang masih belum berusia 20 tahun yang
masih belum dianggap dewasa, jika seorang anak yang belum
dewasa ingin menjadi penerima hibah maka sesuai dengan Pasal
1685 KUH Perdata orang tuanya harus mewakili anak tersebut
selama proses penghibahan.

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa hibah merupakan pemberian suatu benda atau
harta oleh seseorang yang sudah memenuhi syarat pelaksanaan
penghibahan kepada orang lain atau badan sosial secara sukarela
serta tanpa imbalan dan dilakukan saat penghibah masih hidup.

Suatu penghibahan dengan suatu perjanjian pada umunya
tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, akan tetapi Undang-
Undang memberikan kemungkinan bagi pemberi hibah untuk hal-hal
tertentu untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan.*®

b) Dasar Hukum

% Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, “Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan
Agama”, HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 5, No. 1, 2021, 45.

% Subketi, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Prandya Paramita,
2008), 440.
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

Perdata) ada beberapa dasar hukum hibah yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dalam Pasal 1666 menjelaskan bahwa hibah adalah
menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah
dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali serta hanya
berlaku antara orang-orang yang masih hidup.

Pasal 1667 menjelaskan bahwa hibah hanya mengenai benda-
benda yang sudah ada, jika terdapat adanya benda baru yang
tidak ada dalam daftar yang akan dihibahkan maka hibah
tersebut batal.

Pasal 1668 mengatur bahwa penghibah tidak boleh menjanjikan
tetap berkuasa untuk menjual atau memperjualbelikan kepada
orang lain terhadap barang yang telah dihibahkan, maka hibah
tersebut dianggap tidak sah.

Pasal 1669 menjelaskan bahwa penghibah untuk tetap
menikmati hasil barang yang telah dihibahkan untuk orang lain,
dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di Bab X Buku
kedua KUH Perdata.

Pasal 1670 menjelaskan bahwa hibah menjadi batal, jika disertai
syarat penerima hibah harus melunasi hutang-hutang atau beban
yang lain kecuali dinyatakan tegas dalam akta hibah.

Pasal 1671 menyatakan bahwa penghibah boleh memperjanjikan

untuk memakai benda yang telah dihibahkan, jika penghibah
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tidak menggunakan benda yang dihibahkan sampai meninggal,
maka benda tersebut tetap milih penerima hibah.*

7) Pasal 1688 mennjelaskan tentang penarikan kembali dan
penghapusan hibah.

Undang-Undang telah mengatur dan menetapkan mengenai
cara dan bentuk penghibahan, menurut pasal 1682-1687 KUH
Perdata penghibahan harus dilakukan dengan menggunakan akta
notaris, jika tidak dilakukan dengan cara itu maka penghibahannya
dapat menjadi batal. Fungsi akta notaris dalam hibah bukan hanya
untuk alat bukti, akan tetapi juga sebagai syarat esensial sahnya
persetujuan hibah.

Rukun dan Syarat Hibah

Secara terminologi syarat adalah segala sesuatu yang
mempengaruhi keberadaan hukum. Jika syarat tidak ada, hukum juga
tidak ada, walaupun keberdaaan sesuatu tidak selalu membutuhkan
hukum.® Hibah dapat dikatakan sempurna apabila terdapat syarat
dan rukun hibah serta hibah yang dapat disebut sah ketika seseorang
sudah sesuai syarat sesuai dengan KUH Perdata, sebagai berikut:

1) Adanya perjanjian
Dalam hal ini KUH Perdata sudah menjelaskan pada Pasal 1313
bahwa perjanjian adalah sebuah tindakan yang sebagaimana harus

dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum untuk saling terikat

525.

%7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666-1688.
% Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa Adullatuha Jilid Ke-5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
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dengan orang atau badan hukum lainnya.39 Menurut Subekti pada
Buku Bab II BW menjelaskan pengertian tentang perjanjian yang
berarti sebuah korelasi hukum diantara kedua individu yang
memberi hak pada seseorang yang dapat melakukan tuntutan atas
suatu barang, serta orang yang bersangkutan harus melakukan
tuntutan tersebut.*’
2) Adanya penghibah

Dalam Pasal 1677 KUH Perdata terdapat suatu pengecualian bagi
orang yang belum dewasa umur 21 tahun diperbolehkannya untuk
menulis suatu janji perkawinan dengan melangsungkan perkawinan
yang telah diizinkan oleh orang tuanya dan pada saat membuat
perjanjian tersebut telah dibantu oleh orang tuanya.
3) Adanya penerima hibah

Dalam Pasal 1679 KUH Perdata menjelaskan bahwa seseorang
yang belum dewasa diperbolehkan untuk menerima hibah akan tetapi
harus diwakili oleh orang tua atau wali. Dalam penghibahan terdapat
orang yang dilarang menjadi penerima hibah, yaitu wali dari pemberi
hibah, dokter yang merawat pemberi hibah apabila ia sakit, notaris
pembuat surat wasiat memilih pemberi hibah. Selain daripada itu,
persyaratan bagi orang penerima hibah yaitu benar ada saat

pemberian hibah, dan apabila orang tersebut masih belum berusia 21

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.
0 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm 122-123.
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tahun atau dalam keadaan gangguan jiwa maka dapat diwakilkan
oleh orang tua atau wali."

4) Terdapat barang yang dihibahkan

Benda yang dihibahkan oleh penghibah pada umumnya masuk
dalam harta benda milik penghibah.42
Adapun rukun hibah yang harus dipenuhi antara lain:

1) Adanya pemberi hibah harus pemilik sah atas barang yang
dihibahkan, berusia minimal 21 tahun, sehat jasmani dan rohani,
tidak ada unsur paksaan atau secara sukarela, tidak melebihi 1/3
dari sebagian hartanya.

2) Adanya penerima hibah.

3) Terjadinya ijab gabul.

4) Adanya benda yang dihibahkan yang maksudnya adalah benda
harus milik pribadi dari pemberi hibah, dan benda sudah ada
ketika dilakukannya penghibahan.*

d) Faktor-faktor Keabsahan Hibah
Adapun faktor yang harus diperhatikan untuk memastikan

keabsahan hibah yaitu:*

* Fauziah Faranita, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama
Rembang (Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA. Rbg), Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 2022, 24-25.

*2 Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, (Bandung: Tarsito, 1978),
74.

“3 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa Adullatuha Jilid Ke-5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
525.

* Okta Ainita Bilantira, Davina Fevian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan
Hukum Hibah Yang Batal Demi Hukum”, PARAL (Pakuan Law Review) 07, No. 2, 2021, 195.
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1) Pemberi hibah adalah seseorang yang memiliki hak untuk
keputusan memberi hibah atas harta atau benda yang akan
dihibahkan kepada orang lain dengan sukarela atau tanpa
paksaan.

2) Penerima hibah harus masih hidup dan hadir dalam pemberian
hibah.

3) Penghibahan suatu barang harus meliputi keberadaan,
keberhargaan, kepemilikan, kepindahan serta kesanggupan
untuk menyerahkan barang kepada penerima hibah.

4) Objek hibah harus sepenuhnya milik pemberi hibah.

e) Macam-Macam Hibah
Penghibahan berdasarkan KUH Perdata dibagi 2 macam yaitu
hibah tidak bersyarat dan hibah bersyarat, penjelasannya sebagai
berikut:*

1) Hibah tidak bersyarat (Mu abbad)

Hibah tidak bersyarat dapat diartikan kepunyaan atas benda yang
diperoleh penerima hibah, mu’abbad masuk dalam kategori sebagai
hibah dengan tanpa syarat, jadi barang yang diterima menjadi
sepenuhnya milik penerima hibah dan penerima hibah bisa
melaksanakan perbuatan hukum tanpa adanya batasan waktu
terhadap benda yang dihibahkan.

2) Hibah bersyarat (Mu 'agqat)

** Fauziah Faranita, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama
Rembang (Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA. Rbg), Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 2022, 30.



30

Hibah bersyarat adalah pemberian benda yang dibatasi oleh
adanya persyaratan tertentu yang berkaitan dengan waktu. Hibah
mu’aqqat ini adalah benda yang dapat berupa manfaat, sehingga
penerima hibah tidak memiliki hak penuh atas benda hibah tersebut.
Dalam hibah bersyarat (Mu’agqat) dibagi menjadi 2 yaitu hibah
‘umra dapat disebut hibah manfaat yang maksudnya adalah penerima
hibah ini hanya mendapatkan manfaat dari benda yang diterima, jika
penerima hibah meninggal dunia maka harta yang dihibahkan dapat
dikembalikan kepada penghibah46 dan hibah rugba adalah pemberian
hibah dengan syarat tertentu, jika pemberi hibah meninggal dunia
sebelum waktu yang ditentukan, maka benda hibah menjadi milik
penerima hibah.*’

3. Pembatalan Hibah
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) tidak
ada ketentuan yang memberikan pembatasan tentang hibah yang diberi
oleh si pemberi hibah yang sudah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Pada prinsip hibah yang diberikan oleh pemberi hibah kepada
orang lain tidak dapat ditarik kembali kecuali sebagaimana yang sudah
diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Perdata KUHPer.
Jika penghibah tidak memenuhi syarat untuk melakukan

penghibahan maka dalam hal tersebut harta atau benda yang dihibahkan

* Muhammad Ajib, Lc., M.A Figih Hibah & Waris (Jakarta: Rumah Figih Publishing,
2019), 22.

" RI Perpustakaan Nasional, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang
Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta:
Mahkamah Agung, 2011), 116.
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tetap pada si penghibah. Adapun beberapa hal penghibahan boleh

menjalankan haknya terhadap pihak ketiga antara lain:

a) Jika si penerima hibah melakukan kesalahan seperti suatu usaha
pembunuhan atau kejahatan yang lain kepada penghibah, maka
barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang
itu hendak atau telah dipindah tangankan atau yang lain dengan
kehendak si penerima hibah, kecuali gugatan untuk membatalkan
penghibahan sudah diajukan di pengadilan. Semua pemindahan
ataupun pembebanan yang lain yang dilakukan oleh penerima hibah
setelah pendaftaran adalah batal jika gugatan tersebut dimenangkan.

b) Jika penghibah jatuh miskin sedangkan si penerima hibah tidak
memberinya nafkah kepada si penghibah, maka hibah yang telah
diberikan bisa ditarik kembali karena adanya tidak melakukan
pemberian nafkah.*®

Adapun tentang penarikan dan pembatalan hibah dalam pasal

1688 KUH Perdata, yaitu:49

a) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah
dilakukan.

b) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu
kejahatan yang mempunyai tujuan mengambil jiwa si penghibah atau

suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.

* Inayatul Syarifah, “Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara
Pembatalan Hibah” Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, 55-56.
* Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 440.
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c) Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah
setelah jatuh dalam kemiskinan.
Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan
gugatan materi pokok yaitu pembatalan hibah. Menurut R. Soeroso,
menyatakan bahwa dalam penyusunan suatu gugatan ada beberapa hal
yanng perlu diperhatikan, yaitu:50
a) Seseorang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan
terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat Pengadilan.

b) Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat
minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

c) Gugatan harus diajukan oleh yang bersangkutan.

d) Tuntutan hak dalam gugatan harus tuntutan hak yang ada
kepentingan hukumnya serta dapat dikabulkan jika kebenarannya

dapat dibuktikan pada saat persidangan.

% R, Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 26.



BAB II1
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum
normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum pada penelitian bahan
pustaka (data sekunder).”® Penelitian hukum normatif atau dikenal dengan
penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang fokus mengkaji suatu
dokumen secara mendalam dengan menggunakan sumber-sumber bahan
hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji bahwa suatu penelitian hukum yang menggunakan
bahan pustaka atau data sekunder sebagai cara dalam melakukan penelitian
yang disebut penelitian hukum normatif.*® Dalam hal ini termasuk penelitian
hukum normatif, dengan demikian penulis akan menganalisis putusan Hakim
tentang perkara Pembatalan Hibah dalam putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.
Bkl

Dalam pendekatan penelitian yang digunakan peneliti, terdapat
beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan
penulis dapat mendapatkan informasi dari berbagai perspektif terkait isu yang
sedang diteliti. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan, sebagai berikut:

a. Pendekatan kasus (Case Approach)

51 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

52 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Depok:
Rajawali Press, 2022), 13.

33
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Dengan menggunakan pendekatan kasus yang telah peneliti pilih dari
berbagai pendekatan-pendekatan penelitian, peneliti harus memahami ratio
decidendi, dengan memahami ratio decidendi dapat ditemukan pertimbangan
yang digunakan hakim untuk mencapai putusannya. Dalam ratio decidendi
harus memperhatikan fakta materiil yang berkaitan dengan putusan hakim,
sehingga suatu kajian hukum dinilai sebagai kajian perspektif.53 Jadi peneliti
akan mengkaji kasus yang berkaitan dengan objek penelitiannya berupa
putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan
menggunakan ratio decidendi pada putusan Nomor 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu
mengutamakan bahan hukum aturan-aturan dan regulasi yang berkaitan
dengan kasus yang diteliti.”* Pendekatan Perundang-undangan dilakukan
dengan cara meneliti dan menganalisis serta mencari jawaban terhadap
masalah penelitian melalui produk hukum yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.”
Dalam hal ini aturan atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian
ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
terkait pembuatan akta hibah, Bab X Pasal 1666-1693 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tentang hibah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2016 tentang PPAT.

53 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara
Media, 2021), Cet. 1, 59-60.

5 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 58-59.

% Aris Prio et al., Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka baru
Press, 2022), 59.
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B. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dalam suatu penelitian adalah sebuah bahan
penunjang sebagai kunci keberhasilan dalam melakukan penelitian, sebab
dengan adanya sumber bahan penelitian dapat memberikan jawaban atas
permasalahan yang dihadapi serta membantu menemukan langkah yang
seharusnya dilakukan dalam penelitian. Sumber Bahan hukum penelitian
hukum dibagi menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer meliputi, Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan
Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT.

b. Bahan hukum sekunder adalah sumber pendukung seperti buku, artikel,
jurnal, tesis yang membahas mengenai pembatalan hibah.

c. Bahan hukum tersier yang bertujuan untuk menjelaskan bahan hukum
primer dan tersier adalah bahan kepustakaan yang diambil dari web
resmi, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam melakukan penelitian, pentingnya peneliti untuk menentukan
teknik pengumpulan bahan hukum apa yang akan dipakai, peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau

kepustakaan (Library Research).® Kemudian setelah peneliti menemukan

% Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 120.
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bahan yang diperlukan, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis teori-
teori yang sesuai dengan objek penelitian dengan mempertimbangkan dari
bahan-bahan hukum yang telah ditemukan.

Dalam mengumpulkan data hukum peneliti menggunakan teknik
dokumentasi, sehingga peneliti diharuskan membaca, menelaah, dan
mengumpulkan yang kemudian dianalisis dengan berpedoman pada refrensi
yang telah ditemukan seperti buku hukum, jurnal hukum, skripsi hukum,
kamus, internet, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan fokus penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian ini, setelah
bahan-bahan hukum dikumpulkan maka peneliti akan mengkaji bahan hukum
tersebut secara komprehensif.”’

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif lebih menitik beratkan pada teknik
analisis deduktif , analisis deduktif adalah metode analisis yang menggunakan
peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukurnya.58 Dengan hal itu
penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif dengan menggunakan
bahan kepustakaan sebagai sumber bahan hukum penelitian yang selanjutnya
peneliti akan menganalisis proses hukum pada putusan nomor
09/Pdt.G/2023/PN. Bkl dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga menghasilkan hasil yang ditarik dalam bentuk
kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Keabsahan Data

57 Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,
2020), 21-22.
%8 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Depok: Rajawali Press, 2019), 4.
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Keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat penting dilakukan
guna hasil yang didapat dari penelitian ini dapat dipercaya secara keilmuan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi
sumber. Teknik triangulasi sumber merupakan teknik yang mencari dan
mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku dan
sebagainya yang selanjutnya peneliti akan melakukan analisis.>®
. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian adalah susunan alur pelaksanaan
penelitian yang akan dilakukan. Tahapan penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga)
sebagai berikut:

a. Pra-penelitian

Membuat mini proposal dengan menentukan masalah objek apa
yang akan diteliti, kemudian diajukan ke Fakultas Syari’ah dan
dirapatkan untuk menentukan dosen pembimbing, yang selanjutnya
menyusun proposal penelitian dan diserahkan kepada dosen pembimbing.

b. Penelitian

Memahami tujuan serta latar belakang penelitian, mencari dan
memilih data bahan untuk penelitian yang berfokus pada pertimbangan
hukum hakim dalam hal ini yaitu putusan pembatalan hibah Nomor:
09/Pdt.G/2023/PN.Bkl yang selanjutnya dianalisis sesuai dengan
permasalahan yang telah ditentukan.

c. Pasca penelitian

% Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 127.
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Dalam tahapan ini adalah tahapan terakhir penelitian. Data yang
telah disusun selanjutnya disimpulkan yang dibuat dalam bentuk

penulisan laporan penelitian.



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Pembatalan Akta Hibah Dalam Putusan Nomor :
09/Pdt.G/2023/PN.BKkl
Dalam surat gugatan yang didaftarkan tanggal 3 Mei 2023 di
Pengadilan Negeri Bangkalan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangkalan tanggal 16 Mei 2023 dengan nomor register
09/Pdt.G/2023/PN. Bkl, yang pada intinya semasa hidup Ittawati Ibono
selaku pemberi hibah menikah dengan Agus Suhartono Kalam di Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Selama pernikahan antara Ittawati Ibono
dengan Agus Suhartono Kalam mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama
Lukas Budi Widjaja, dan memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah
dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan
Kabupaten Bangkalan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan
dengan luas 399 m’ atas nama Agus Suhartono Kalam dan Ittawati Ibono
yang dirubah menjadi atas nama anaknya yaitu Lukas Budi Widjaja.*®
Pada tanggal 6 Juli 2012 Agus Suhartono Kalam meninggal dunia
karena sakit di Bangkalan, dan pada tanggal 12 Juli 2021 anaknya yang
bernama Lukas Budi Widjaja meninggal dunia karena sakit di Bangkalan.
Sebelum Ittawati Ibono selaku pemberi hibah melakukan tanda tangan dalam
akta hibah Crisye Arisona IS.S.Pd (Tergugat II) mendatangkan Notaris Moch.

Sururi, S.H., M.Kn., (Tergugat I) dengan kondisi Ittawati Ibono selaku

%0 Salinan Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.BKI.
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pemberi hibah dengan kondisi yang sudah tidak dapat berfikir secara jernih.
Ittawati Ibono selaku pemberi hibah yang kondisinya sedang mengalami sakit
parah menyebabkan sudah tidak cakap hukum saat melakukan tanda tangan
dalam akta hibah yang berisi menghibahkan harta satu-satunya berupa
sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik atas nama Lukas
Budi Widjaja diberikan kepada Crisye Arisona IS.S.Pd. (Tergugat II) yang
dibuat dihadapan Notaris bernama Moch. Sururi, S.H., M.Kn., (Tergugat I).
Ketika Crisye Arisona IS.S.Pd., (Tergugat II) menguasai tanah
peninggalan Agus Suhartono Kalam dan Ittawati Ibono, dengan hal itu para
penggugat berupaya secara baik supaya Crisye Arisona IS.S.Pd., (Tergugat II)
menyerahkan tanah dan bangunan kepada para penggugat, akan tetapi Crisye
Arisona IS.S.Pd., (Tergugat II) bersikeras untuk mempertahankan dengan
berdasar pada akta hibah No. 9 tanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh Notaris
Moch. Sururi, S.H., M.Kn. Demi adanya kepastian hukum atas gugatan
pembatalan hibah yang diajukan oleh para penggugat, maka dengan ini para
penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan
bangunan yang dijadikan objek dalam Akta hibah No. 9 tanggal 7 April 2021.
Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Crisye Arisona IS.S.Pd., (Tergugat II)
tidak sah, maka sudah sepatutnya siapa saja yang menguasai atau mendapat
hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah dan
bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan seluas 399 m’

sesuai dengan gambar situasi pada tanggal 23 Februari 1976 Nomor:
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78/GS/1976 yang terletak di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan
Kabupaten Bangkalan atas nama pemegang hak yang bernama Lukas Budi
Widjaja kepada para penggugat dan turut terguga‘[.61
. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Pembatalan Akta
Hibah Dalam Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl

Sebelum para tergugat dan turut tergugat V menjawab pokok perkara
telah mengajukan eksepsi, dengan demikian maka majelis hakim
mempertimbangkan ekspesi para tergugat dan turut tergugat V terlebih
dahulu. Adapun maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada intinya
adalah mengenai pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021
antara [ttawti Ibiono (pemberi hibah) kepada Crisye Arisona IS.S.Pd.,
(Tergugat II selaku penerima hibah) yang dibuat oleh Notaris Moch. Sururi,
S.H, M.Kn., (Tergugat I) terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan
Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan seluas 399 m’ yang
diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 78/GS/1976 tanggal 23 Februari
1976 Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas
Budi Widjaja.

Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi para tergugat
dan turut tergugat yang pada intinya sebagai berikut:®
a. Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libele) dalam bagian ini

dihubungkan dengan maksud dan tujuan para penggugat yang menuntut

atas pembatalan Akta Hibah Nomor: 9 tanggal 7 April 2021, Majelis

81 Salinan Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.
62 Salinan Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.BKI.
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Hakim berpendapat bahwa para penggugat dalam gugatannya telah
cukup jelas menegaskan tujuan diajukan gugatan yaitu agar Majelis
Hakim membatalkan akta hibah nomo 9 tanggal 7 April 2021. Dengan
berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka eksepsi para
tergugat dan turut tergugat V tidak beralasan hukum sehingga harus
ditolak.

Gugatan penggugat prematur dalam hal ini untuk menilai apakah gugatan
penggugat  prematur atau tidak  harus  dilakukan  dengan
mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim
berpendapat bahwa eksepsi para tergugat dan turut tergugat V pada
bagian ini termasuk dalam bantahan terhadap pokok perkara (ver weer
ten principale). Dengan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim
berpendapat karena dalil eksepsi para tergugat dan turut tergugat V
termasuk dalam bantahan terhadap pokok perkara (ver weer ten
principale), maka eksepsi tersebut haruslah ditolak.

Para penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan
pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021, mengenai dua
jenis pembatalan suatu akta yakni bersifat “dapat dibatalkan” atau
bersifat “batal demi hukum” dimana untuk pembatalan yang bersifat
“dapat dibatalkan” maka permintaan pembatalan harus diajukan oleh
pihak yang terikat dalam perikatan yang diminta batal, sedangkan untuk
pembatalan yang bersifat “batal demi hukum” maka Hakim dengan

jabatannya (Ex Officio) memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu
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akta hibah apabila dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan cacat
hukum berupa pelanggaran terhadap syarat objektif sahnya perikatan
dalam akta tersebut. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas,
maka alasan keberatan para tergugat dan turut tergugat V pada bagian ini
akan dipertimbangkan lebih lanjut dan diputus kemudian bersama dengan
pokok perkara.

Adapun dalam pokok perkara para tergugat dan turut tergugat V
dalam jawabannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya adalah Para
penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan
akta hibah tersebut karena para penggugat bukan ahli waris dari pemberi
hibah dan tidak pula memiliki hak waris atas objek hibah, dan Akta Hibah
Nomor 9 tanggal 7 April 2021 telah sesuai dengan hukum sehingga tidak
dapat dibatalkan karena adanya gugatan dari para penggugat.

Karena telah diakui atau tidak disangkal maka menurut hukum harus
dianggap terbukti yaitu63
a. para penggugat memiliki hubungan darah dengan almarhum Agus

Suhartono Kalam.
b. Semasa hidupnya Agus Suhartono Kalam menikah secara sah dengan
Ittawati Ibono dan dikaruniai seorang anak bernama Lukas Budi Widjaja.
C. Agus Suhartono Kalam meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012, Lukas
Budi Widjaja meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020, dan Ittawati

Ibono meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021.

83 Salinan Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.BKI.
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d. Ittawati Ibono menandatangani Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April
2021 saat kondisinya sakit parah sebelum meninggal dunia, Ittawati
Ibono (pemberi hibah) kepada Crisye Arisona IS.S.Pd., (tergugat II atau
penerima hibah) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Moch. Sururi
S.H., M.Kn., (tergugat I) terhadap sebidang tanah dengan sertifikat hak
milik atas nama Lukas Budi Widjaja.

e. Objek hibah memiliki riwayat sebagai berikut:

a) Sertifikat hak milik No. 34/Pejagan terbit pertama kali tanggal 20
Juni 1963 atas nama Sofjawaty.

b) Pada tanggal 1 Maret 1976 terjadi jual beli berdasarkan akta jual beli
Camat/PPAT Nomor 18/1976 beralih menjadi atas nama Agoes
Soehartono dan Ittawati Ibono yang disahkan pada tanggal 7 Juni
1976 oleh turut tergugat V.

c) Pada tanggal 24 April 2014 terjadi peralihan hak milik berdasarkan
keterangan hak waris Nomor 1/IV/2014 oleh Lelly Mantiri S.H,
beralih menjadi atas nama Ittawti Ibono dan Lukas Budi Widjaja
yang disahkan pada tanggal 13 Mei 2014 oleh turut tergugat V.

d) Pada tanggal 26 Juni 2014 hak milik beralih menjadi atas nama
Lukas Budi Widjaja berdasarkan akta pembagian harta bersama
Nomor 84/2014 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Lelly Mantiri,
S.H., dan disahkan oleh turut tergugat V pada tanggal 26 Juni 2014.

Bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah

para penggugat menuntut pembatalan atas Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7
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April 2021 antara Ittawati Ibono (pemberi hibah) kepada Crisye Arisona
IS.S.Pd., (tergugat II atau penerima hibah) yang dibuat oleh Notaris Moch.
Sururi S.H., M.Kn (tergugat 1) terhadap sebidang tanah yang terletak di
Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan luas
399 m2 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23
Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama
pemegang hak Lukas Budi Widjaja. Adapun dua sifat pembatalan perikatan
yaitu bersifat dapat dibatalkan (voidable) atau bersifat batal demi hukum (null
and void) dimana perikatan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat
subjektif sahnya perikatan, sedangkan perikatan batal demi hukum apabila
perikatan tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya perikatan.®* Oleh
karena penghibahan termasuk dalam hukum perikatan, maka sah atau
tidaknya penghibahan harus memenuhi syarat subjektif dan objektif sahnya
perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa
syarat subjektif adalah cakap dan sepakat, syarat objektif adalah karena suatu
hal tertentu dan sebab yang halal.®®

Suatu perikatan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat
subjektif hanya karena apabila ada permintaan dari pihak yang berhak untuk
meminta pembatalan di pengadilan yaitu pihak yang mengikatkan diri ke
dalam perikatan tersebut atau ahli waris yang berhak, sedangkan dalam hal
perikatan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yang

mengandung pengertian perjanjian batal atau dari semula tidak pernah

% Yesa Putri Andari, Maria Angelina Cindy, Tinjauan Terhadap Pembatalan dan
Kebatalan Perikatan: Implikasi Hukum dan Perspektif Praktis, Universitas Jember, 2024.
% Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sahnya Perikatan.
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dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Sesuai
dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.66

Terungkapnya fakta pada saat Agus Suhartono meninggal dunia
meninggalkan istri dan anak sebagai ahli warisnya sedangkan para penggugat
bukan ahli waris dari Ittawati Ibono, dengan demikian para penggugat tidak
memiliki kedudukan hukum untuk meminta pembatalan yang bersifat “dapat
dibatalkan” atas Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang
ditandatangani antara Ittawati Ibono dengan Crisye Arisona IS.S.Pd (tergugat
I0).

Majelis Hakim akan menggunakan kewenangannya untuk
mempertimbangkan apakah Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 telah
memenuhi syarat objektif sahnya perikatan sehingga terhindar dari ancaman
“batal demi hukum” berdasarkan fakta hukum yang telah dianggap terbukti
sebagai berikut:

Dalam Pasal 1666 KUHPerdata mengatur hal-hal tentang
penghibahan, selanjutnya sifat tidak dapat ditarik sutau penghibahan menjadi
hapus antara lain karena apabila syarat-syarat penghibahan itu tidak terpenuhi
sebagaimana dalam Pasal 1688 KUHPerdata, pada Pasal 1682 KUHPerdata

jo. Pasal 617 KUHPerdata menegaskan bahwa pada pokoknya suatu

% Pasal 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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penghibahan benda tidak bergerak harus dilakukan dengan Akta autentik yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Umum dan apabila Akta hibah tidak dibuat
secara autentik diancam dengan kebatalan. Hal ini termasuk pula dalam syarat
objektif sah atau tidaknya suatu penghibahan atas benda tidak bergerak
disamping syarat objektif sahnya perikatan berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata.

Adapun dalam sistem hukum Indonesia, pejabat umum yang memiliki
kewenangan dalam membuat akta otentik ada dua, yakni notaris dan pejabat
pembuat akta tanah (PPAT). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, PPAT adalah ”pejabat umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
yang berkaitan dengan hak atas tanah”. Dalam hal ini, PPAT melaksanakan
tugas administratif negara dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyebutkan bahwa
untuk  menjamin  kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan
pendaftaran tanah.

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 37/1998
jo. PP No. 24/2016 menegaskan bahwa tugas PPAT adalah membuat akta
sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah yang akan dijadikan dasar perubahan data dalam sistem pendaftaran

tanah. Termasuk dalam cakupan kewenangan PPAT ini adalah perbuatan
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hukum hibah tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No.
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa peralihan
hak atas tanah baik melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, maupun
pemindahan lainnya harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.%

Selanjutnya dalam menjalankan kewenangannya notaris memiliki
dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa
Notaris adalah “’pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan
kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang”. Secara lebih
spesifik, Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa
Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala bentuk perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki atau diwajibkan untuk
dinyatakan secara autentik oleh peraturan perundang-undangan, serta
menjamin kepastian tanggal, menyimpan, dan memberikan salinan, grosse,
dan kutipan akta tersebut. Dengan demikian, lingkup kewenangan Notaris
bersifat umum dan luas, mencakup berbagai aspek hukum perdata yang
membutuhkan pembuktian autentik.®®

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Notaris dan PPAT sama-
sama merupakan pejabat umum pembuat akta otentik, namun perbedaan

mendasarnya terletak pada cakupan kewenangan. Notaris memiliki ruang

%7 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Penjabat Pembuat Akta Tanah.

% Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
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lingkup kewenangan yang lebih luas mencakup semua perbuatan hukum yang
memerlukan akta autentik, baik di bidang keperdataan umum, perusahaan,
maupun waris, selama tidak dikecualikan oleh undang-undang. Sebaliknya,
PPAT memiliki lingkup kewenangan yang terbatas hanya pada perbuatan
hukum mengenai hak atas tanah dan bangunan serta hanya digunakan dalam
kerangka pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak
keperdataan di bidang agraria. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi PPAT lebih
bersifat teknis administratif di bawah koordinasi Badan Pertanahan Nasional
(BPN), sedangkan Notaris menjalankan fungsi yang lebih luas dalam sistem
hukum privat.

Setelah membaca dan mencermati Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7
April 2021, Majelis Hakim menemukan bahwa Akta Hibah Nomor 9 tanggal
7 April 2021 yang dibuat dan dihadapan notaris Moch. Sururi S.H., M.Kn
(tergugat I) bukan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan objek hibah bukan
atas nama Ittawti Ibono (pemberi hibah). Dalam penghibahan syarat objektif
termasuk namun tidak terbatas pada pemberi hibah atas tanah yang telah
memiliki sertifikat hak milik haruslah pemilik yang sah dari tanah yang
dihibahkan. Dari pertimbangan diatas, tindakan Ittawati Ibono (pemberi
hibah) yang menghibahkan sertifikat hak milik atas nama orang lain tidak
memenuhi syarat objektif “suatu sebab yang halal” dalam melakukan
penghibahan.®

Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis

% Pasal 1337 KUH Perdata tentang Sebab yang halal.
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Hakim berpendapat oleh karena Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021
telah gagal memenuhi syarat objektif sahnya penghibahan, dikarenakan
bahwa pada saat melakukan tanda tangan dalam Akta hibah Ittawati Ibiono
(pemberi hibah) kondisi sedang sakit parah serta harta pembuatan akta hibah
tidak dibuat oleh PPAT melainkan dibuat oleh Notaris yang seharusnya akta
hibah tersebut dibuat oleh PPAT yang memiliki wewenang sebab harta
tersebut berupa tanah. maka penghibahan antara Ittawati Ibono (pemberi
hibah) dengan Crisye Arisona [.S.S.Pd (tergugat II atau penerima hibah) yang
dibuat dan dihadapan notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn (tergugat I) terhadap
sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan
Kabupaten Bangkalan luas 399 m® sebagaimana diuraikan dalam Gambar
Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak
Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja
sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 harus
dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya, dan Majelis
Hakim berpendapat petitum subsider para penggugat dapat dikabulan
sedangkan petitum penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak.
Mengenai dalil-dalil ekspsi para tergugat dan turut tergugat V tentang alas
hak dan/atau legal standing para penggugat dalam mengajukan gugatan harus
dinyatakan tidak beralasan hukum yang oleh karena itu harus pula dinyatakan

ditolak.
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C. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pembatalan
Akta Hibah Dalam Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl Perspektif
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam perkara pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021,
Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi yang diajukan oleh para
tergugat dan turut tergugat. Secara yuridis, Hakim harus memastikan bahwa
pengadilan yang memeriksa perkara ini memiliki kompetensi absolut dan
relatif. Dalam Pasal 118 HIR, pengajuan gugatan harus diajukan pada
Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah objek sengketa tersebut,
mengingat perkara pembatalan akta hibah objek sengketa berupa tanah yang
terletak di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,
maka sesuai dengan Pasal 118 HIR pengajuan gugatan pembatalan Akta
Hibah diajukan di Pengadilan Negeri Bangkalan. Selain daripada itu hakim
juga perlu menganalisis legal standing para pihak, apabila penggugat tidak
memiliki kepentingan hukum yang sah dalam perkara ini, maka seharusnya
gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaad).
Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata hibah dalam objek sengketa ini dapat
dianggap batal demi hukum sebab objek hibah bukan pemilik yang sah dari
pemberi hibah. Jika hibah melanggar hak mutlak ahli waris sebagaimana
sudah diatur dalam Pasal 920 KUHPerdata dapat diajukan pembatalan
melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hakim perlu menilai keabsahan
Akta Hibah yang dibuat oleh notaris (tergugat I), apabila dalam proses

pembuatannya terdapat unsur tekanan, kekhilafan atau kurangnya kesadaran
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dari pemberi hibah maka Akta hibah tersebut dapat dibatalkan berdasar pada
Pasal 1321 KUHPerdata. Selain itu, notaris yang membuat akta harus
memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi sesuai dengan
Undang-Undang Jabatan Notaris UU No 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun
2014. Jika adanya bukti terdapat pelanggaran dalam pembuatan akta hibah,
maka notaris dapat dikenakan sanksi secara administratif maupun hukum.

Dalam proses persidangan, Hakim akan terlebih dahulu menilai
eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat, jika eksepsi
tersebut berkaitan dengan kewenangan pengadilan, legal standing penggugat,
dan hakim mengabulkan eksepsi maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat
diterima tanpa harus pemeriksaan pokok perkara, akan tetapi jika eksepsi
ditolak maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi
perkara guna menilai apakah terdapat dasar hukum yang cukup untuk
membatalkan Akta Hibah yang diperkarakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majeis Hakim
berpendapat bahwa adil apabila dalam persidangan Hakim menemukan Akta
Hibah yang diminta untuk dibatalkan telah ternyata melanggar syarat objektif
sahnya perikatan maka Hakim menggunakan kewenangan yang melekat
dalam jabatannya (ex officio) untuk membatalkan Akta semacam itu
walaupun gugatan tentang pembatalan Akta tersebut diajukan oleh para
penggugat yang tidak berhak menurut hukum karena sejatinya keberadaan

Akta hibah yang seharusnya batal demi hukum merugikan kepentingan
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hukum dari pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan secara melawan
hukum tersebut.

Tujuan hukum dari Putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl hakim
mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum (Ratio Decidendi),
elemen-elemen utama kasus yang didukung oleh fakta, yurisprudensi dan
pendapat ahli dibahas dalam bagian kontemplasi yang mana tempat ratio
decidendi diberikan. Komponen ini perlu disusun secara rasional, metodis
serta dengan cara yang saling melengkapi (samenhang), sebab faktor-faktor
hukum dibuat nyata melalui analisis, justifikasi, dan temuan hakim. "
Mengingat keputusan hakim adalah hasil proses persidangan di pengadilan,
maka putusan hakim harus mampu menjawab tuntutan dari para pihak yang
berperkara. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara hakim harus tetap
berdasar pada 3 (tiga) unsur utama, antara lain:

a. Kepastian Hukum
Kepastian hukum merupakan kejelasan standar yang dapat
dijadikan pedoman oleh masyarakat. Dengan adanya kepastian penerapan
hukum di masyarakat menjadi jelas dan tidak berubah. Dalam hal ini
dimaksud untuk mencegah terjadinya berbagai penafsiran.”
Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan legal standing para

pihak, keabsahan akta hibah serta prosedur hukum yang berlaku. Dengan

0 Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai
Putusan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

"M R. Toni Prayoga, “Pergeseran Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan MK Nomor
06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi
Indonesia 13 No. 2, 2016, Direktoral Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum
Dan HAM, Jakarta, 194.
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membatalkan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021, hakim
memastikan bahwa status kepemilikan tanah yang disengketakan kembali
kepada pihak yang berhak, hal ini sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdata
yang menyatakan hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dan tidak
dapat ditarik kembali, kecuali jika bertentangan dengan hak mutlak ahli
waris atau dibuat dalam kondisi tidak sah. Selain itu pembatalan ini
berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa
suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah adalah kecakapan para pihak
dan sebab yang halal.”
b. Keadilan Hukum

Mengingat hukum dibuat untuk memastikan bahwa setiap
anggota masyarakat serta pejabat negara mengambil langkah-langkah
yang diperlukan untuk menegakkan ikatan sosial dan mencapai tujuan
hidup berdampingan atau sebaliknya. Ketertiban sosial akan terganggu
apabila larangan dilanggar atau perintah yang tidak dilakukan karena
keadilan akan terganggu. Keadilan harus ditegakkan jika kehidupan
sosial ingin kembali teratur, sanksi akan diterapkan pada setiap
pelanggaran berdasar pada beratnya pelemggaran.73

Menurut Gustav Radburch, keadilan memiliki karakter normatif
dan konstitutif. Hukum bersifat normatif karena hukum positif
didasarkan pada keadilan, sedangkan hukum bersifat konstitutif sebab

hukum harus selalu memastikan keadilan sebagai komponen yang

"2 Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sahnya Perikatan.
”® Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan
Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah” Untag Tesis, 2018, 22.
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diperlukan. Jika tanpa keadilan, maka suatu aturan tidak layak untuk
diberlakukan.”

Dalam putusan ini, prinsip keadilan dapat dilihat berdasarkan
Pasal 920 KUHPerdata yang menjelaskan hibah yang mengurangi bagian
mutlak warisan ahli waris dapat dibatalkan atau dikurangi. Apabila hibah
yang diberikan ternyata melanggar hak para ahli waris, maka
keputusannya harus mengutamakan perlindungan bagi pihak yang berhak
atas tanah yang dihibahkan. Sedangkan jika hibah diberikan dalam
kondisi pemberi hibah tidak dalam keadaan sehat atau mengalami
tekanan, maka tindakan ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum
berdasarkan Pasal 1365KUHPerdata, serta pada Pasal 1320 KUHPerdata
yang mengatur tentang syarat sahnya perikatan.” Selain itu, putusan ini
juga menggunakan prinsip ex aequo et bono yang bertujuan untuk
memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Kemanfaatan Hukum

Prinsip utama teori ini menyangkut fungsi dan penilaian hukum.
Kesejahteraan terbesar bagi mayoritas orang, atau bagi semua orang
merupakan tujuan legislasi, dan proses evaluasi hukum didasarkan pada
hasil yang timbul dari penerapannya. Ketentuan hukum yang mengatur
tentang penciptaan bantuan negara didasarkan pada perspektif ini.”®
Selain menjamin terlaksananya kepentingan umum, hukum telah berhasil

menyeimbangkan kepentingan masyarakat, sehinga melahirkan cita-cita

’* Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi...”, 22.
"> Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dan akibat hukumnya.
® Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..”, 23.
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keadilan yang diakui secara universal. Oleh sebab itu, tujuan hukum
tidak terbatas hanya pada pembentukan sistem peradilan yang
komprehensif, dan juga hukum memberikan kemanfaatan serta melayani
kepentingan semua orang secara setara.’’

Dalam putusan ini, perspektif kemanfaatan bertujuan untuk
menghindari konflik berkepanjangan antara para pihak. Apabila akta
hibah yang dianggap cacat hukum tetap berlaku, maka akan timbul
ketidakpastian dan potensi sengketa baru di kemudian hari. Dengan
membatalkan akta hibah yang tidak sah, hakim memastikan bahwa
kepemilikan tanah tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Putusan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris harus bertindak
profesional dalam memastikan keabsahan dokumen yang dibuat.”
Dengan demikian keputusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa
akan tetapi juga memberikan manfaat dalam bentuk perlindungan hukum
bagi para pihak yang berhak.

Adapun akibat hukum dari pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7
April 2021 mempunyai dampak hukum yang berpengaruh pada pihak-pihak
yang terlibat, termasuk pemberi hibah, penerima hibah, notaris, serta pihak
ketiga yang telah memperoleh tanah yang diperkarakan. Jika pengadilan

menyatakan Akta Hibah batal, maka kepemilikan tanah yang telah dialihkan

" Tonu Artadi, “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan”,
Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 74.

® Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur
kewajiban notaris dalam memastikan legalitas dokumen yang dibuat.
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kepada penerima hibah akan dikembalikan kepada pemberi hibah atau ahli
warisnya, terutama jika hibah tersebut melanggar hak mutlak ahli waris
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
Akibatnya penerima hibah tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut dan
wajib mengembalikan kepada pihak yang berhak. Dalam Hukum Perdata,
pembatalan suatu perjanjian berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak
pernah ada.’® Melihat amar putusan poin kedua yang mencantumkan bahwa
menyatakan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh dan
dihadapan Notaris Kab. Bangkalan batal demi hukum beserta akibat
hukumnya, dengan hal ini seharusnya dalam amar putusan hanya menyatakan
bahwa Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang dibuat dan dihadapan
Notaris Kab. Bangkalan dinyatakan akta hibah tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat, berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 10 tahun 2020 ayat 2 huruf a yang menyatakan bahwa hakim perdata
tidak berwenang membatalkan sertifikat, tetapi hanya berwenang menyatakan
sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, pembatalan sertifikat adalah
tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha
(TUN).81 Selain itu, pembatalan Akta Hibah juga berdampak pada
administrasi pertanahan, jika sertifikat tanah telah diterbitkan atas nama
penerima hibah, maka sertifikat tersebut harus dibatalkan dan kepemilikan

tanah dikembalikan kepada pemilik sebelumnya melalui prosedur hukum

" Pasal 1666 KUH Perdata tentang Hibah dan Batasan Hak Ahli Waris.
8 pasal 1338 KUH Perdata mengenai Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian.
81 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020.
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yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.®

Pada dasarnya akibat hukum dapat terjadi sebab pembatalan hibah
yang akan menimbulkan akibat hukumnya pada harta hibah. Akibat dari
pembatalan merupakan ketika berlakunya dan ketika kembali pada dalam
keaddaan semua atau ex tunc. Batalnya hibah diakibatkan karena
ketidakcakapan sesuai dengan Pasla 1688 KUHPerdata yang akibatnya
mengembalikan objek hibah dalam keadaan semula sebelum perjanjian dibuat
sebagaimana berdasar pada Pasal 1691 KUHPerdata. Akibat dari batalnya
hibah merupakan batal demi hukum sebab adanya suatu tuntutan yang
memiliki akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum atau yang
diutamakan. Dalam yurisprudensi, terdapat 2 (dua) kategori untuk dikatakan
batal demi hukum, asebagai berikut:*®
a. Kebatalan Absolut dapat diartikan sebagai kondisi dimana suatu tindakan

hukum tidak pernah ada sejak awal karena tidak memenuhi syarat
hukum, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum.

b. Kebatalan Relatif merupakan kondisi dimana tindakan hukum yang tetap
dianggap sah dapat bisa dibatalkan, apabila salah satu pihak mengajukan
permohonan pembatalan karena merasa dirugikan atau dengan adanya
cacat hukum.

Selain itu, pembatalan Akta Hibah juga berdampak pada notaris yang

menyusun akta tersebut. Apabila notaris itu terbukti lalai dalam menjalankan

82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Pasal 19 mengenai Pendaftaran Tanah.

8 Amirudin Fardianzah, “Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh
Pemberi Hibah”, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015, 18.
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tugasnya seperti tidak melakukan verifikasi kepemilikan tanah atau terdapat
kesalahan prosedur dalam pembuatan akta, maka notaris dapat dikenakan
sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.®* Adapun sanksi yang dapat diberikan yaitu teguran,
pembekuan izin sementara, hingga pencabutan izin praktik apabila
kesalahannya bersifat serius. Selain itu juga dapat dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum secara perdata atau pidana, jika terbukti

melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.®®

8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

8 Pasal 84 UU Jabatan Notaris mengenai Sanksi bagi Notaris yang lalai atau melakukan
pelanggaran hukum.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu

1. Duduk perkara dalam perkara pembatalan akta hibah Nomor
09/Pdt.G/2023/PN.Bkl terjadi karena Ittawati Ibiono (pemberi hibah)
sedang dalam kondisi sakit parah yang menghibahkan seluruh harta
kepada Crisye Arisona IS.S.Pd. (tergugat III) dengan bantuan dari
Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn (tergugat II). Dengan terjadinya hal
itu, para penggugat yang bukan ahli waris sah mengajukan gugatan untuk
membatalkan akta hibah tersebut dengan alasan bahwa pemberi hibah
tidak cakap hukum pada saat melakukan tanda tangan akta hibah yang
dibuat oleh Notaris.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan akta
hibah Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl berdasar pada Pasal 1682 jo. Pasal
617 yang menegaskan bahwa suatu penghibahan benda tidak bergerak
harus dilakukan oleh dengan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat
Umum dan apabila tidak dibuat dengan cara autentik maka akta dapat
dibatalkan, serta 1320 KUHPerdata yaitu tentang syarat objektif sahnya
perikatan atau penghibahan. Selain itu, hakim juga melihat rezim hukum
tentang Jabatan Notaris dan rezim hukum agraria sebagai pertimbangan
mengenai frasa “Pejabat Umum” yang dimaksud dalam Pasal 1682 jo.

Pasal 617 KUHPerdata .

60
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3. Pertimbangan hakim telah mempertimbangkan syarat sahnya perikatan
yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta asas kepastian,
keadilan, dan kemanfaatan serta telah mempertimbangkan kepentingan

hukum para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan dikabulkannya gugatan pembatalan Akta Hibah Nomor :
09/Pdt.G/2023/PN.BKkl yang diajukan oleh para penggugat meskipun bukan ahli
waris langung, akan tetapi memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini karena
hibah yang dilakukan berdampak pada hak kepemilikan tanah. Sehingga hasil dari
pembatalan Akta Hibah ini adalah akta hibah yang semula memiliki kekuatan
hukum menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab
penghibahan yang dilakukan tidak memenuhi syarat sah perikatan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pembatalan Akta Hibah
Nomor : 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl terdapat saran yang akan disampaikan

peneliti, yaitu
1. Bagi masyarakat pentingnya mengetahui serta mengikuti ketentuan dan
prosedur syarat sah penghibahan sebab dalam proses penghibahan para
pihak harus memahami dan mematuhi ketentuan dan prosedur syarat sah
hibah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak

menimbulkan sengketa dikemudian hari.
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2. Bagi pihak Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sebaiknya
memberikan sosialisasi dalam permasalahan hibah sesuai dengan regulasi
yang berlaku.

3. Penulis dalam hal ini sependapat dengan keputusan hakim yaitu
membatalkan akta hibah, karena jika melihat dari besaran bagian, hak
milik, dan kondisi pemberi hibah serta pembuatan akta hibah yang tidak
sesuai dengan aturan yang berlaku maka sepatutnya dibatalkan. Oleh
karena itu penulis berharap kedepannya Notaris sebagai Pejabat Umum
yang memiliki wewenang membuat akta hibah untuk lebih
memperhatikan mengenai syarat-syarat hibah berdasar pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melanjutkan penelitian ini
dengan mengangkat topik kewenangan hakim dalam membatalkan akta
atau sertfikat autentik dengan melihat sema no 10 Tahun 2020. Hal ini
bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai batasan dan dasar

yuridis kewenangan tersebut dalam praktik peradilan.
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PUTUSAN
Nomor SIPdLGI2023IPN BkI

WWNMVMMW

MWmMnmwﬂw:mm
tingkat pertama. telah merganihkan punisan sebagal berkul dalam perkars
QUQATAN antara:

1. MOH.SANTOSO HASANUDDIN, bortempat
tinggel di Jakn Yos Sudarso RT/RW 0020003, Kel. Kendoel
Caddl, Kex. Kendar, Kota Kendasl, sebagal Pengguga I,

K lamuwxn bertempat linggal di Ky,
’rumnnuﬁoowoz Kel. Bancoran, Kec, Bangkadan,
Kah Bangkalan, sebagai Penggugat I

3 m KRISTIANTO, berempat linggi!
w Jalan m, nm IS8s-A RI/RW. 0001008, Kel,

soren, Kot Masang, sebagal Penggugat (It

AM, benempat tinggal di Jalan

NW‘L‘"RVIW Kel, Kemayoran, Kec.
MMWWNMW-:N
betampat inggel
mew 21 RTRw. 008011,
w&ﬂ. Kec. Bam, Kab. Bal, sebagal

Pradnata, SH., MH, dan-kawankowin, para advokat pada “Bakhtar
Prsm&mmsuwﬁrm berkamor di Perum Batars Regency Kav,
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KIAI HAHT‘HM.M) SIDDIQ

l l: RI I; I‘;‘”R"mmwmemmu
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1. MOCH. SURURI, SH,, M.Kn, barkedudukan
di Jakan Pesalakan No. 3,
Kol Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalen, sebagai
Tergugat 1)
2, CHRISYE AROSONA 15, S.Pd , bestompnt tingged &4 Perum Griya
Abai Biok AG-15, RT/RW.004001, Desa Bllaporah, Kec.
Socah, Kab. Bangkaian, sebagai Tergugat |1,
Tergugat | dan Tergugat 1l dalam hal ini memberkan kuass kopeds /.
At Sudaiman, SH., MHKes., don-keworkowon, para Advokat pada
MMMMQQ'MGMQWGWW
Abadh Biok BC No. 8 Bangkalary
Dan:
1 HENNY SUSILOWAT!, berempat tinggal &

Jalan lin \ No. 81, RTRWOO7/001, Kel,
Wi, Kab Ngawi, sebegal Turul

3 BIE MO, benempet tinggal ¢ Jalan

lfﬂ'ﬁn V2, RTRW.00T001, Ked. Lemah
M;Pwo. Kab. Sidowrjo, setagai Tuul

Q :mwuumm Yoman, Keb. mmm
Tergugat 11,
4

\

Wmmm Mndtduhlld.ldm
Soekamo Hatta No, 17 Bangkalan, dalam hal ni

UNIVERSITAS cmmrm o

Bangkakan, bodamor & Jalan Soskamo

KIAI HAJI AC Il'MA“l")‘” ﬁ)f)fQ
| EMB E R e

e
) o o <o o Haderas 2
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Khusiss tanggal 12 Desembar 2022, sebagal Turt Tergugist
V.

Pengadilan Negeri tersebut;

'mmuMmbumm
,meuwnmmwm
'mnmmmnmdnummmnwug
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang balwa para Penggupal dengan sural gugatan tanggal 3
mtmmdm@““‘ di Kepantorsan Pengadian Nogari
mmmuwimwznmmmmmsm
P G02 PN B, e Menpaiban puyatan Sebagas berkul
1 mmwmmwmmmmm
mem Bangkatan dengan seorang kak-laki

ban-l'mnmmrmo

;fa. nauu,dm A 300 dishisk) bermiaena The let Nio dengan
 Agus Subartono a .{m)mmm: Lukas Budi
- Widiaja;

1:,Bd-.m ’ mmmwulmumw
- dunis d m“ndmdun skig yarg benama

1Mw'gm W’m pada m;pm 221 di
Mnudé

14_ udaw;lmmwummmwmm

dengan AaJsSuhmom Kalmn memn hun m ‘hsqaak berupa
sebidang anah dan bangunan lelemk di Kel, Pejapan, Kec, Bangkslan,

UNIVERSITAS DIAM XNELERT

TECSN076 aas nama Lukas Budi Wediaju semudfa mias nama Agus

KIAI HAJI ACRMAD STDDIQ

l I h, 'z I I{"‘”"“memﬁmum

I
P
e Tow ~ o Hadoan 3
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Sobelah Salatan xmmoum
Sebelah Barat ' Jalan
sw‘linm Gﬁm
6. Bﬂ-.d-t- antara Mawati Ibooo (dmarhumah) dengan Agus
sdnmu,xhn sorm annknya yang barnama Ligkas Budl Wdjaja
Hmwmmmnnumeww
‘Suhartono Kalam (adm) dan saudara darl iawsti Ibono (@)
atas harta peninggalan miik Agus Suhartono Kalnm (alm) dan
Hiwati Ibono (alm);
1. B mw:mmm,quhwymm

{almhmah) menikah dengan searang laki kaki
Ak mmamhm:mmm-
] '- J) arang anck bernama Heny
qugat &
dara litawatl lhono yang lan sudah
a wan Buditano mesmiliki istr
Targugat I);
a dengan Targ Ble Ho

€ Harun K (Penggugat VI,

d. Daud Kalam (Penggugat VII),

NIVERS AT AMNEGERL
KIAI HAJI A HAB-SHP1Q

l E M B F- R‘““‘“Wwwmﬂmu
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diwi perndaban Rama Juwita dan Harryono dikaeunai 1 (satu) orang anak
bernmma Samued Kristianto (Penpgugat 111},

13. Bahwa, saudara Agus Suhartono (adn) yang bemama Debora Kasam
meMwlaswwmaMmm
sakit dan tidak meninggatkan ahd warts;

lO.MMlmmwmmmullm
Wlmmmrqhanmm Kawati Ibone yang sast il dalam
Imd’ﬂuumh(u&buwidm) atas permintaan Teegugat 1
komudinn Tergugan | mombusatican Akia Hibah No. 09 wnggal 7 — 04 —
2021 yang rsaya it Ibono {almahumah) menghibahkan hark satu
mmemmmmnum
Nomor 4/Pejapan, sehis 399 m® sesual gambar Swasi tanggal 23-2-
1976 Nomor; TRGSIL976 terletak oF Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab.
w“mﬂmmumwwunphmmw

finadapan Tergugat | kondisinya sedah
'mmmwmmnnm

ﬁmm@& uai‘inﬁmwts muwnmumwatnl
\armil Secara hudum Bpatila, hibah hanya Doleh dlakukan tak
' pada 1 dori junioh haria millk Pomben hibah, hal ity
Wmmmmm

Jatuh meuang akan tetapt hanyalah akan tantwtan ahil warls dan ahk waris
Aty penpant mereka. Tindakan hibah yang dlakukan olkeh Pemberd hiban

HUNIVERSI mmmggtnmw
KIAT HAJI AtH: |
| E M R l-j s s e s

e e I e L i
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kondisi itawatl Ibono (pembarl hibah) sudah tidak cakap secara hukum
oleh ¥arenanya Pemben hibah harustah di bawah pengampuan. apabila
pada saar Pemiberi hbab sudah tidak cakap secasa hukum namun masih
malakukan tindakan hukam, maka segafa apa yang telah dilboskan tidak
sah dan ok Kareranya hartsiah dbotakan;

m.mn.un Tergugat It 1elah menguasal 1anah pengnpgalan Agus
Stmmoxalm(m)dmnmm(nm) dan Para Penggugat
telah menpayn secara baik baik untuk dapatnya Tergugat 1F meryerabkan
wnah wnsh dan bangunan tersebut kepada Para Penggugal nasmun
TmllmuMhmmmwmw
dan bangunan millk Agus Suhartono Kalsm (akm) dan itawst oo (sim)
telah di hibahkan kepada drinya berdasarkan Akta hibah No. 8 tanggal 7

4- 2021 yang dbuat oleh Tergugat |,

m.mmmmmmmmmammmmm
nmmmm Jaln stas qugatan Pembatalon Hibeh
yang tlokvkan oleh Para Penggugat. dengan inl Para Panggugst
- Pengadilan Neger 8 ) memeriksa dan mengadit perkars i
* urkisk motetakknn a5 tanah don bangunan yang diadikan
ohhkﬁunm h No. 7-4-201;

'a.am dﬁmmyamm&hrwl

udak gah. maks sudah sepatutiya Tergugal Il slau sipe saja yang
mmmﬁMMrﬂw
\m

mm mmmu‘uu
2-1076 Nomor: 78/GS{1976 mtu.wn.mm Kab,

md 23

untuk barkenan memeriksa selanutnya memberikan Punsan sebagal berikut:
1 Mengabulkan gugatan para Pengpust uniuk seluruhnys;

HUNIVERSFEAS ISEAMENEGERE
KIAT HAJl Aeatnga-riattiin)

l | h, R I H'awmunnmmm-.emmu
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23-2-1976 Nomor: 7RGE1976 wrietak di Kel Pejagan, Kec Bangkalan,
Kab. Bangkatan,

3. Merghukum Tueul Tergugal Vountuk menghentkan proses balik nama
sertfikat hak mifik No. 34/Pegagan, seluss 399 m' sesuni gambaor siluns:
wnpgal 23-2-1976 Nomor TRIGS/1076 terotak d Kol Pejagn, Kec.
Bangkalan, Kab, Bangkalan dari Lukas Bugh Widjaja kepada Tergugat Il
M.MMMhmm.mlmwTMIm1mM
ditdapan Tergugat |;

4. Monghukum parn Tergugat atau sipa saja yang mondopatkan hok darl
munﬂrrmmhnnnmmmmmhuwnﬂsmm
wmmut’mmmmmmum

banmian aparat penagak hukumkopossian,
smmmmlmumummlymm
MW“;
Atz ‘
~ Apabiia Majets Hakion berp mohon dapatnya diberikan putizsan
yang seadi-adinya (2x aquo et
] m mymnmhdnmkmm
Pﬁm\n!.m _ tmmvmmumwdw
mmﬂ Tergupat 1, Tuna Tergugat i, Turut Teeguger

mwwm-mmmmmmmm
walmpn teloh, dipanggl secars sah don pana
m-@wﬂunwmudmw:uw
jal 15 Juni 2023,

dan Turue Terguga IV,
mmmuwmuqasmm|uam”mwmm

UNIVERSEEAS IS L ANENPOERE
KIAI HAJI ?%Wﬁ SIODIQ

l | h, R I I{'a'“-mmmwmemmw
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Manimbang babwa berdasarkan laporan Medistor tanggal 9 Agustus
2023 bahwa upayn perdamaan tersebut tidak berhasil,

Menimbang bahwa oleh karena mediast Tdak bedasi maka kepada
Terguget dimingn persetupannys urtuk melaksanakan perssiangan socara
elekironik;

M&vmmmpmmwmm
para Terguget menyatakan Sdak bersedia uniuk melakukan persidangan
mollmmlr

Manimbang bahwa telah dibacakan gupatan Penggugal yang isinya
mauem:

Iﬁmmtnno balwa (ehadap gugamn  Penggugal lersebut para
WM“nwm

dalllan dalam Gugatannya dengan
’ﬂ podd Tergugat | apokah sebagal
PAT, dalam hal ki jelas Para Pengqgugat tidak
'Qpnlmumdmnmmmm
3" dalom  gugatanyn dengan  tidak

ml sebagal Notarts atoukah sebagal
pm aﬁn mi(w Gugatan Para Penggugal yang
: an Mencarcan dan mengkail-kaitan permasalatan denge
i n kadua protosd ya ) sebaga Notarts dan sebagai PPAT hal
membuat writat [oks dan lerng bendermng katdaselrsan
memmﬂ felesya

M!wlmwmmmwm

2. Babwa berdasarkan hukum acam perdata yang berdaku o peradiian
kita, setiap pugatan yang disukan oleh Penggugat harusiah sempuma

UNIVERSITASISUAM RRGERT -
KIAI HAJI AtH1 vabi

l | h, R I H'awmunnmmm-.emmu
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adukan sengketa wans, dengan gugatan pembatalan Akta hibah
dmana dalam perhd Gsampalkan secara  tegas  mengenal
pembatalan Akta hibah namun di posita para Penggugal  masih
meajelaskan mengonai adaryn sengketa kewansan;

3 Bahwa permohonan dan gugatan adalh dua hal yang berbeda,
mengensl pugatan dijeaskan okeh Remowulan Sutantio dalam buku
Mukumn Acara Pecdata dalam Teord dan Prakiek (hal 10}, yaknl dalam
porkara gugatnn odo suats Sengkota ot konfik yang  hors
deselesakan dan dipuus oleh pengadilan, amnbdm“m
ml yanq) disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim
.mimenmmmﬂnmmmmmmdm
Man m yoitu  putusan  yang  bessifat - menataplan,
m*smamuwmmummm
.Mum m-m‘m Tootang G Persidangan, Peryitsan,

mm-mmumnmmhwm-n&mm
Balwa ketiga pokok perkara dedam posila gugalan Para Pengougat

HMNIVERSI I mmjmmm{ﬂ””
KIAT HAJI Af

| E

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



digilib.uinkhas.ac

id digilib.ui

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamabagung.go.id

beracara (asos dug process of law) dan hars deyatakon tidak dapist
dredma (niet onnvankedik verkiaard),

. Babwa sespsal gengan Yurspoxiensi tetap Mabkamah Agung RI

Nomor 201 -WQPJ. bortanggal 28 Januan 1976, yang keedoh
hukumya antasa lain meryatakan sebagal barkus:

*Gugatan yang memuat cumilatie darl funuan perkara yang tidak
ada hatungannya dengan satu dengan faln harus dinyatakan tidak
dapnat ditorima®; Yure jensi tetap Mabiamah Agung RIEN 962
KIPd1905., Wl?busnbwlm yang kandah hukummya
mmmmmmtwum“m
nmpnmmm dmana objek yeng dimintakan adalah
mmmmmmmm.mwomnwmm
mammammmmwmmmmm
mmMMlmmlmmmmPemm
dun tuntutan obyek yang berboda
dalam surat gugatan, terhadop

p-m'cuomn Pemtintolan  Akta Hibaly,
MOGUIE Mengurakan pada oSt UOAtANTYa
Mmmmmmnmm

pugatan semacam nl tidak memenubi syarat formid, qmammyalku(
jetas dan sdak renentween duideljie en bapalide conclusive;

UNIVERSITAS IRE-ANNEGI R
KIAT HAJI AEHSMAD STODTQ

| 1M BT Boomonmem s sensousoms

HHI
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9. Batwa Para Penggugat dalam perkara a quo hamya bertindak selaku
pribadl tdak pemah bemndak  dalam  kedudukan, kuadtas dan
kapasitas selaku ahl waris alm. awat ibono dengan sim. Agus
Suhartono, dikeronakan saudam dani Agus Subsartono bukaniah ahii
WS,

10, Babwa berdasarkan fakia hukum sersebut di atas jelas membueikan
QUOseN Para Penggupal yang dali positanys kacau, Kabur dan
konuadkes seperti yang terjadi duksm perkara s quo dapa dikunlifisic
obscuwr libel (vide Yunsprudens! wsap Mahkamah Agung Rl Nomaor
3534 K/SIP/1984., bertangal 29 Fetinsarl 1966);

1Llemkmumkmmum(mtwoM)m
mwﬂlmummmemmmdum
mmmmnmnmnmmkmum
mmmm«mysmmmm

mw -ada, terfu saja hal demikion
mmmnmo tarangfabur,

lzm " Tandasan hukum yang dikemukakar
dnm d.-l?od:sm mmmmpm

Okiober M yang amar pormbangan nm;nm lain
it sobagal wmmt&w-nmm
mmmhuanmuummmmm

ketentuan acara (formil) tecbuktl tdak dipemnubs oleh Penggugat
dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tdak dapat ditenma”;

UNIVERSI mmzmmmm

KIAT HAJI At:

e S ()

| M BT Boemonmm s sensomsems

T
i

Ton ~ Hwasan 11

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



digilib.uinkhas.ac

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

hieusinh  ditolak sy setidak tidakiyn  idak dapat deerima (Net
Qrvankedike Verkaand),

Il Gugatan Pasa Penggugal Prematur

1. Babwa Menurit M. Yahya Hasshap dstam bukunya Mukum Acara
Pardata tentarg Gugatan, Persidangan, Penyttann, Pambuktan, don
Putisan Pengadilan, pada gupatan perdata yang teslibat adadah dua
phak, pihak yang salu Demndak don  berkedudukan sebagai
thmmmmhibum sebagal tergugat
(hal, 48), Penggugnt harus omng yong benar-benar  memiliki
kedudukan dan kapasitas yang tepat meruns hukum. Begie pula
pihak sebagai tergigal hars orang yang tepat memibi kedudukan
dan kapasiths (bl 111). Keu dan Saiah bertindak sebagal
MMWWMWMWMGM
mmwwmmmmtmmmm-n

m M s mengandung  error in
vhom.dm tidak memdiki alos hak
maupn karena ng) berkepentingan men(ad panggugal
(el 111112y, ]

2 ldudall *nmmynmlsm

“Hibah hanya | mﬁmm;m“‘mmm
—

dodam gugatan qﬂwhu Penggugat adalah
mwwm
m ‘Pam muﬂnum No. 8 ini

adalah Premature Karena Para Pengpugat yang mengakuy sebagel Ahll
maeummhmmmﬂlmummmmn

,hlmmmmmmnp«a

KIAI u,\]l AF’WWWMQ

id digilib.ui

l | h, '2 I I*““"“mmwmcmmw
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twmnmmm' ,
KIAI HAJI At.HA
|EMBE Mmmumwwmw

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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menanggubkan sehingga permasalahan yang hendak digugat betum
terhuka,

. Babwa dafam gugalan Para Penggugst Bdak berdasarkan Penetepan

adum harus menggugat harusiah orang yang barkepantingon

-Mmmmomumnmmmmm
Penghibaly, yaitu para phak yang menjadi ahll waris yang telah)

dtotapkan melahs upaya hakum o t yung kami sebutkan di
nins,

mmemnnumnmmmmrummmmmn
mmmmwmwmmamlmmn
Pawaris, belum ditentikan, Maka gugatan I menfad prematur
‘mmmmmmammam
mmwmmmmmsmxm

nuzhmunwwn lika pitiak yang benindak setaga
MWW mM_hﬁmw (m

1 Batwa dahuk terdapat sepasang suami isii yaknl suaml yang

bernama The SWprdanmnmbmmmYmNmkamMya

HHI

nkhas.ac

.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hwhaean 13

digilib.uinkhas.ac.id



digilib.uinkhas.ac

id digilib.ui

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamabagung.go.id

| M BT Bhemonmm s seusomsoms

a Jenny;
b. Irwan Budinno,
€. Imawat Bono;

. Bahwa semasa hidupnya The Siong Liop den isvinyn Ho Yan No,

MWmmmﬂMywmmwm
b«mlJmmhdmumommvmbommm&nm dan

‘snak kedua yang bemama wan Budianto menikah dengan orang

yang bemama  Tang Bie Ho serta nmak ketiga yang bermsama vt
Ibono maniknh dengan orang yang bemama Agus Subartono Kikam,
memnmmmmmumem
l.bdan Ho Yan Nio, teah membagikan masng-masing hartanya
dengan membell beripa tanah don bangunan yang sama-sama

-m(lKeLMenKec Bangkalan, Kab Bangkalan kepada

Wann bagian dan (avtl bono meandapatkan besupa

Kahsmmahnynmsoulnl

Tanggal Mamma.
dﬂmwmmnmlwdﬂn

Gt

seammhmtnmmummw‘dhu
. Balwa paca tanggal 12 Juli 2012 Agus Suhanono Kalam meninggal

MNIVERSIT ASISTAMNECTR
KIAT HAJI AGADSPHT0
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b, Adanya hubungan darah di antars pewaris dan ahli wars, kacuall
untuk summl atau Istert dan pewarts. (Pasal 832 KUHPerdata),
dengan keteruan mereka masih tedkan dalam peraawinan ketika
powars meninggal dunia. Artirya, kalsu mercka sudah borcorai
pada st pewaris meningpal dursa, makn suamwister tarsebut
MMnMumwm&mmm
tetsubu maka yong berhak mewaris hanysiah orang-orang yang
- mompunyes hubungsn darsh dengan is Baik it berup
keturunan angsung maupun orang dia, saudarn, nepskiakek s
MMmm darl  saudara-saudammya.  Sehinggs.  apabila
memmmmmmm
.iomm-nymmum
1) Golongan -'t summiisted  yang  hiklup  teddama  dan
mnmszm«um)
ﬁ)wuimu saudara kandung Powaris;
QS)WII m gwis lurus ke otas sesudah
 bapak dan
meuum Manmmmnpmuhm
dari phak i, ket paman dan bbi sampal
derajit Wmm saudarn dorl kakek dan
nene & Ketununannya, sampa derajal kesnam dfitung
dadt pewsris. Mengapa shii waris dbagl ke dalam 4 golongen
\ mwm”nm:rmwmm
bnddﬂmmwmmm
mummmm*m pewnris
MMNMWlMaﬂ. .

Tha let Nioo
8 mmmmmummmkmmmm

HUNIVERSITASISEAN)
KIAI HAJI AélW%“‘WWQ
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9. Batwa sebagamana divrskan datas Para Penggugat (Golongan V)
saudara darl Agus Subartono Kalasm tidak mempunyal hak unmk
menggupal  perkara  yang  dsengielakan DI karenakan  Agus
Suhmrtono Kelam tdak mempunyni hak sama sekali atas sebidang
tanah barikut bangunan rfotak dkelurahan Pejagan, Kec. Bangkalan,
Kah, Bangkalan berdasarkan Sertpikat nomar 34/Pejagan, setas 399
m2 sesual gambar sinsasi tanggal 23.2-1076 Nomor: TRIGS/1076 mas
nama Lukes Budi Widiaja. Yang inya adaleh hada bowoean dasi

orang tua tvwat! Ibono dahulu bormama The sat Nio;

10 mmmmmmnwmmmwmmmm
Nanmaammgn betanggal 8 Okiober 1973, yang amar
WMMMMMMW
wmmmmmum&mmmmnmm
m m&k dmﬂ diterena®. Dengan demikian karena

ot ik S, SRR Crorguga 1) yang dRaristangani oleh
‘Mam dahudu bermama The et Nio (alm) sebagai Pember
Vstiah, Chvesye Arosona 15, 5,94l (Teeguat 1) sebaga Pererma

HE E b h I tetanggel
2021 pth positanya pm umwmm

untuk membatalian Akza Hbah Nomor 9 tanggal 7 Aprik 2021
mmmmmumuw!mnpemnmmmmn

LIN TV E S T S ik e s e = 0 g 1

KIAI HAJI f-\(:&W%nﬂWQ

| M BT Bhomonmm s seusamsoms
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1 Karena  tdak - dipenuhi - sywal-syarat  dengan  mana
penghibahan teiah dilakukan;

2 Mka si penerima hibah 1edah bersalah  melakukan atau
membianty melakukan kojahatan yang berupan mengambs
Jiwn s ponghibah atau suatu kejshatan lnin terhadap st
 penghiiah;

3. Jka @ menolak memberikan tunjangen nafkah kepada si
penghibah, seselsh orang i jatub defam komiskin, Pasal
1689 KUHPemam:

(Q‘Bmdmmlmmnmmymmmmm
pada = penghibian. stay (a dapat menuumya kemball, bebes darf
‘seqéa beban dan hipotek yang sekranya telah  dotakan
distasnya oleh si penedma hibah, beseda hasd-hasil dan dan
Wmm-nymmmﬂmmmm

dsebutian nn-«was KUHPerdat, tidakiah dapat

iganggu gugas perindahiangaran barang yang Bhbatkan st
W IM mmm yang sdum

o

- mdld-'bm mﬂﬂi

S16KUHPordata; Pasal 1692 KUMPerdata. Tuneean hukum

"emets dolam passl yang ek, gupor: dengey

T

mfmmmn-dwmnmwbdmm mapn
oleh Para ahh waris si penghibah techadep = penerma hibah,

HUNIVERSITASTSEANENPGER
KIAT HAJI ACFRMAD STDDIQ

| EMB E Roeonmmmewsmmes
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12. Bahwa berdasarkan ketentan di atas las balwa Para Penggugist
Tulak Mempunyal Kedudukan Hukum sebagal Penggugal dalam
perkara & quo uniuk imembatalkan Akia Hibash Nomar 972017 1anggal 7
Apeil 2021 yang o bual oloh Swun, SH. Mkn (Tergugat () yang
deandatangan oleh Mawee Ibono dohubs bermama The let No (akm)
w Pemben Hbah, Clvisye Arosona 1S, SPd (Tergugat 1)
“sebagal Penedma Hibah,

13, Batwa hal ni sosuni dongan Yurisprudensi teap Mahkamsh Agung RI
Nomor 442 K/'SiV1973, beranggel 8 Okiober 1973, yang amar
mmm-waldnmmwmht
mmmmmummwmmnmm
harus dinyatakan tklak dapat diterina’, Dengan demikian karena
mmawmmmmua sepantys
l&mm(lmmﬂmmﬂu@

Dalam Pokok Perkara:
L BMvmm&m ban Para Tergugat dalom eksepsi di
 alas secara mutatls mu takan pula sebagas dalil jawsban Pam

Tergugar dalam petkira dimana bogin eksops dalas adsls

vaﬂ"‘nl:

2. Bahwa Para ' ak denpan 1egas seluul dall Gugatan Para

P kecuall yang kebenerannya diskui secars degas oleh Para

T

- wwwdmmmuﬂmmw

yang tdak berkaitan dengan objek perkans, .

— % mmmwmmmmwmm’

perkara inl, Para Penggugat sama sakak tdak mengesti dan  tdak

memahams apa yang menjadi maren dan yang terjad pada perkasa a quo

UNTVERSI PAS IS EANE NFGERT

KIAT HAJI AERRMATF SR R0
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> 5

ketantuan Undang-Undang Nomor 2 Tahan 2014 tentang Perubiashan atas
Undang-Undang Nomos 30 tahun 2004 1entang Jabatan Notais;

Batwa Para Tergugal membaniah serta menolak secara tegas dadl
gugatan Para Penggugat pada pomt 5 surat gug 4 yang meory
MMMMWMMLMNIO&HWM
wmwmnmmum&mm
tanah dan bangunan teretak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkaian, Kab.
Bangkalan berdassrkan Seripikal nomor 34Pejagan, selusa 399 m2
sesu gambar situasl tnpgal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 atas nama
LumwlnMMummmﬁmnm
mmme&mmaﬁmnw&mwm
bangunon tedetak ol Kel. Pajagan, Kec Bangkalan, Kab. Bangkatan
mm)amaamm seluas 398 m’ sesual gambar
mﬂ’w mnnm TWGSNYTE alas nama Lukis Budi
Wﬂ.wmh dari ormng tua ttawasti 1hono dabuiu
bemqnmwm_

B. Bahwa Para Te : aema menocdak secara tegas dadl

- Qugatan Para Nwemmmmmw
nmnm M.mebﬂav-ddNnm
nmiy-m mmnnmnbnmumm

 catamn si melmmmmm

xhnmummmm.hnm Lukas

m mu!mwllwﬁmm
Waris baru lesbuika M&“mm

powars meaninggal dunla, mwmnwm
ahll wars dari pewarns:

KIAI HAJI fﬁ»ﬂm‘“‘m‘ﬁﬂﬁq

| M BT Fnenonmm s seusomsoms

id digilib.ui
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apabita dimasukkan dafam kntegon, maka yang barbak mewans ada

empat golongan besar, yatu:

1. Golongan | suamifisien yang hidup terdama dan anai/kefurunaniya
(Pasal BS2KUMPordat);

2. Golongan II: orang fun dan satxdar kandurg Fewarts;

S.Wnllzxmmmummmnmhwm
It prewaris;

4 Golongan WV: Paman dan bibi pewwis baik dari pibak bapak maupun
dart phak (bu, keturunan paman don bl sampal doragal kesnam
dhiung dan pewarss. saudara ad kakek dan nenek beserta
Wummwwmmmmmmm

Muwadﬂm“wdm4mwwv Bahwa Colongan ahll

wars ini menunukkan siapa ahli wars yang jebib  didabulukan

berdisarkan unanaya. Artinya, ahli wisis golongan I tidak bisa mewosisi
. . :‘ i wixis galongan | masib ada,
h serta menolak secara tegas doMl

D "fﬂ? 14, 15, 16, 17 dan 18, yarg benar

Nm.ﬁlooai 7Aal 2021 yarg) drandatangan|

oleh (alm) Izawali Ibona dan Tergugat I sebagai penefima Hibah dihad

saksi dihadapan "M‘-!"""'M pumbutmﬂm
\"'“

sasual Undang-undang Nomor 2 Tatun zwﬁ wntang
i undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 fentang Jobistan
Nowu.m?aul wwu(x)mummm.mamm 2),

meanyershkan suaty barang secarm cuma-cuma, tanpa depat menarknya
kembal, umuk kepergingan Seseotang yang menenma  penyerahan

HNIVERSI WMM‘“&T‘M

KIAT HAJ & B SHIBEQ

|EMB l » YO—
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Hibah tersebut telah sesuai Hukum yang berdaku, untk Iebih lengkap

kami kutlp sebagal berfkut: Pasal 1668 KUHPerdata Suar Penghibahan

tidak dapal dicabur dan karena s tdak dapal pula dbaiadkan, kecusli

dalam hak-hel berikut; (KUHPerd. 172, 179, 920, 924, 1666, 1692; 1, 43

dst). Dan juga apabila sebagal berfkit:

1. Jikn syarat-syarat penghitiahan i tidak dipenuhi oleh penerima hibah:
uiu'nm:sn 1689);

2. Jikn oeang yarg dibesi hibah bersalah dengan melakuken ata ikut
melakikon suat usahin pambuouhan atau suats kegahatan lain atas drl
peng Iebah; (KUHPerd. 1690);

4. 3k penghibah jatuly miskin, sedang yang diber| hibah menotak untuk
member nafkah kepaganya: (KUHPerd. 324, 1690);

Sedangkan datam Perkisa & quo Tergugat | wlah memenuii semmus

WMMMKmmmmsmmm

MW'M“W

1. mmmﬂ Pangougnt tidak jelas don sangot

mmm a dalam gugatan Ire, yaitu apakah
omkpemanh nummm 9 anggal 7 April 2021

Wmmmwmdmmm

mﬁﬁl dalam pembuatan Akta Nolars No. 9
Mi 2021 enung Puikatan Unik Melakukan Heh yang

, Torguges | mwﬁmmm Had torsobue

S m-mhunﬁiwmmmmmmm
pokeln ts veariian terhadap

tidak memenubl syart formal menunat hukum, maka dalll posita Poim 19
sampal 21, perdu okesampingkan Dan gugatan dalam perkara il

HUNIVERSLIANISEAMUNEGERL. .

e

] l I\’ r; ' l%ﬂlmummwummzmw

i aatedeta Al

- e e I e L i
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Dalam Eksepsi

1 Menerima ekseps! Para Tergugat untuk seluubnye,

2 Menystakan gugatan Para  Penggugal mengandung  Obsculr  libels
sefingga dengan domikian gugalan i tdak dapal ditorima (Nt
Onvankelke Verkaard);

3. Menyatakan gupatan Para Penggugat mengandung prematr setingga
dengan deimiian gugatan il tidek dapal dierima (Niet Onvankele
Vierkaard),

40hwudmnwuml=nr'«mmw gwdung emor @ p
(dskunltaalhpmm) dengan demikian gugatan ini tidak dapat (itenma
(NIRWM

Dalam Pokok Perkara

L mmmmrwmmawm

2 mmﬂgmr’nmmm

mmnun-m
2 mw Paaﬁm umm‘ur

Bangkalan, Kab. Bangkolan dari Likas Budh Widjaja kepada Tergugat 1)
mmmmmnmhmoenmw ‘IApHMIymodmum

id digilib.ui
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Dalam Fokok Parkara;

1 Bahwa Turut Tergugat V mohon eksepsi tersebut ol atas
dignggap terutang dan merupakan suaty kesatuan yang Sdak terpisahkan
7 Bahwa Turut Torgugnt ¥ manolak secarn tegas sekirh dali-dadl
gugalan para Pengguger, kecuall ferbadap dalikdaM yang  diakl

Mnmwmrmtmmvmmmmw
n,  Bahwa Sortifkat Hak Milk No, 34/Pejagan nias nama
Lukas Sudh Budiaya dtarbekan sesun dengan peraturan bedaku saat i
ysu Undang-Undang Nomoe 5 Tahun 1960 temang Peratuan Dasar-
Dasar Pokok Agragria den Peraturan Pemeritiah Nomor 10 Tahun 1961
persklangan ini. Dimana Seusiar Hak Mk No. 34Pejagan terit
mhlllnnllsb.un 1963 atas nama Liom Pliek Tiisuw (semula
s nama Maiss !. L) Akte Hibah dari Pejabat/Ass

vn&mmu  Nomor 151962, berasal divl Bekas
yasan Tanda (Tps) Nomor 745 Persll Nomor 97
m";'l)l' Bt | |

b, 8 selanjutnys tanggal 7 Juni 1976 bealih ko way
nama 1. Agoes Sopharcno Kalam (1jong Hai), 2. tawai tbona (The fet

Mlﬂﬁmﬂpmrmmmxmmn

€. Pada tanggal 13 M 2014 Kepala Kanfor Pertanahan
mnu Tergugat, V), welah mengesahkan peraiban

nonmnﬁwummmmzmnw

mem\mm

Ofeh karena penerbitan Sertifikat Hok Millk atos objek sengkata terkatak
& Kel Pejagan Kec, Bangkalan Kab, Bangkalan yang dilakukan olen

HUNIVERSI Immm’ﬂ_ﬁj‘"ﬂtﬂ.
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undangan yang bedaku, Apabia ada phak yang merasa dirugikan staspun
wrjadl permasalahan aniara para Pengougat dengan Tergugat |, maka hal
wesabat bukan merupakan wewenang darl Tun Tergugat Vountuk
menontukan kepamiliken sustu hak atas tanah;

4 Bahwn perdu Tunt Tergugad V sampakan blammna Turut
mwd‘v&umMmmnpemnmh&nwmum
proses bolk nama terhadap Serifkar Hak Milk No. 34Pejagan ke atas
nastrn Torgugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 Aged 2001

5 Bahwa dali-dolil ateu alasan-alasan ln darl Penggugat yang

wdak dilangpapl secara khusus oleh Turut Tergugar V, mohon danggap

dwmmmﬁmnmya.
Berdasarkan daMdaMl tersebue di atas, Tunt Tergugat V mohon kepada
Majeds Hakim yarg memenksa dan mengadil perkeva ini ik memberikan

disebut P-3;

UNIVERSITAS ISEAMREGRE
KIAI HAJI ACHBRAD SIDDTQ

| EMB E Roseonmmmewsmmes
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6. Fwtcpyhﬂobm KTP, atas nama Samuet Krissanto,

M X
o $ opry Sesusi asinya Kartu Keluarga atas nama kepala
keluarga S r dsabut P-7,

~ Famwcopy darl fofocopy KTP atas nama Hoslah Kalam,

9. Foiocopy dar fotocopy Kartu Kekiarga (KK) atas nama
keuarga Hosiah Kalam, disebut P-9; )
10, Fowocopy darl folocopy  KTP atas nama Maryam

darl fotwocopy KTP afas nama Harun K, disebut

2L Fotocopy dar fotocopy Kutipan Akia Kematian, atas rnama
awatl 1bono, disebus P-23;

UNIVERSTIAZ |

KIAT HAJI ACHEM-AH- sm-B-l-Q
[ E MB E Remormmsmsme

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



digilib.uinkhas.ac

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusanmashkamabagung go.id

24 Fowcopy dan fotocopy Surist Keterangan batwa Imawsat
Ihono mesandatangnn Akta hibah ketika sakit (Covid 19), disebut P-24,

25 Fowocopy darl lotocopy Akia Hiah No. 09, disebut P25,

26, Fowcopy dori fotocopy buku tanah Hak Milk No. 34 s
39 m' disebut P-26;

Mbaﬂu bahwa (miuk menguatkan dall  gugalanya, pera
Wmmmmmmmmmm
mmm

1. Robam Andn Bowe, dbawnh sumpah membenkan keterangan
Mlpdnkmasumbenkw

g m“ywymmmmmmmmm
adalah sengkesa rumah antara Isawat hono dengon Cheisye Arosona Is.
S P yakni numah yang erletak 6 Gedongan Kel Pejagan.

2 mnﬁmwmmmmm

MMMM Agus Suhartcao Kakam adalah suami
mmdlmnmmi qotanays Apus dpangol Kok Hal dan sudah
mmw:sﬂd i meninggalnya;

- Bahwa m bmopmyamwmsm

. Safuct Kristanio, Hosnia Ktam, Maryam Ratmasai, Hanin K,
mw}uummmmwm
mm uﬁkmmmmm
Kasharm. -

bemama Herny Sustowntl dan wan Budhanono;

2. Same'an, Gbawah sumpah memberian kewrangan  pada

UNIVERSI PASISEAM NEGERL....
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. sdé pemah bekera sebagai kemit pada Agus
3 mmmmmwu
pmummm-mm
. Bahwa setelah Agus dan anaknya Lukas meningpal dunia,
Iboao tinggal sendrien,
- mmmdmwmmm
__mpmmanndqmm

Suhanono Kalam, dsabut T-6;
7 Folocopy dan esh Akia Kematian atas nama Lukas Budi

UNTVERSI TAS1SLAMNEGER)....
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10.  Fowmcopy dan asé Surat peryasaan gantl nama atas
naema The let Nio menjadl Ktawatl (bono, dsebut T-10,

1 Fowcopy dadi  lolocopy  Turunan  fands  buki
kewarganegaraan RI, dscbut T-11;

12 Fatocopy dan fotocopy Sectifikat Tunah Hak Millk No. 34
At nima Likas Budl Wilaya, dsebut T-12:

13 Foiocopy darl asli Akta pembagian Hek Bersama No.
BAI2014 yang dbuat di Notaris Lelly Mastini, SH, M. Kn, disebat T3,

14, Folocopy dart fosocopy berupa poso, dsabut T-14;

15. Foipcopy sesual aslinya sural pencatatan jiwa untuk
mmw Wsebut T-15;

16, FW sesund aslinya, sral catatan  pernyatane
wn mm kewarganegasaan Republik rakyal Tongkok
MWWW Negisn ndoness, disebul T16,

17, Fweﬁy ¥ aslinya  suwat  ketorangan Nomor
wrammmq otaris Lelly Martini, SH. M Kn, disebut T-17,

e Ltk dalil sangkalan, para Tergugal

1 Sofjawatl, dawah smpaian i mambarikan kesrangan pada

- Bahwe saksi fatu Hiawati ibono membed hibah berugia rurmah di

. kepadn fergugnt 11,
% m-wddonﬁwwnm.mmw
setapl yang membays: ibunya. awati dan sebekim men
mwtwammm v

- mmmmu?mwmknmmalwmm

UNIVERSIEASISEANEN B RE~
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- Bahwa ftuwadl kawin dengan Agus Sutanono Kakam kedanya
mmwmmblun&l.

- Bahwa rumah warisan dad kakek saksi sekarang sudah dijual
lalu dbellan rumah di gedongan oleh mamanya ttawati harge 2 (dua) jta
tahtn 1976,

- Bahwa pada weki awat sekk dirawst o rumah sakit Damo
Surabaya rumal o Gedongan dikasihikan kepada Tergogat 11,

. Bahwa yang meninggal duluan suami Mowati bomama Agus
Suhartono Kalam lalu anakmya bernoma |Lukas Budl Widkaja;

2 Bahwa Itawall meninpgal duréa di Rumah sakit Danmo Surabaya
maanﬁumwmmmmmm
don wartng dhibahkan kepada Tergugat i1,

» Bahwa Saudars kandung awati 2 (dua) oranyg yaitu L Jenny 2.
wmmmmmxmmmwmm

W“N‘mw Hartono punya 2 (dua) anak hasil
mwm Martha Kartika Sart dan Dea,
Dewl At
*Q.mtms ! m sumpahfjanji  membesikan
& - m,}lw menjadl sangketa rumah datam

- Bahwe saksl m “tekerja sama_rumahjyang dicempat

o susty sat Itawat mwmhwkwdd

! mwmmmmmmr
‘

mmmmkma“bulmnnMa&WmWMIm
mau menerima rumah 1ersebut,

UNTVERSITASISt AM-NEGER] —
KIAT HA]] ASEREEmncimeiy)
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- Bahwa Mawotl dimwat  erakhie di Rumah Sakit  Medica
Bangkalan dan Imawatl bilang kepada saksi rumahnya di Gedongan dagl 2
dan wekiu it itawst delam korsisi sadar dan masih nga kepada saksi
don Itawns pemah centa kopadn saksi wokiy o warung  Ntawali
mangatakan rumah dl Gedongan dan warung sudah  dipasrahkan ke
mupun,amm-mpemnamumwmnmm
mmmwmxmmmmmw
tawns;

- Bahwa ketka Itawall mengatakan  remah o dan wanung
diserahican ke Chrisye, [tawatl dalam kondisi sehat;

i Bahwe skl lahu keluarga tawali bemama Jenny tioggal o
smkombm yang nomor dua Om Bordok/lwion Budhartono (kakak
Tawsei) tinggal di Trunojoyo sudah meningal purtya anai dua ofang:

g mwuumama(m)mmamn

muﬂw ﬂ sliclaranys ity yokm Henry Susilovwati
MUWMW Ho menikah dengan Iwon Budihwto
saudara lirawatl, anak dar Tang B Ho dengen hwan
Budinan, .-

' dbawah sumpah mamberikan ketorangan pada

g 1 N
hibah _MWMmmwummww«w
‘“thlm
mmummm

saudara sawat maupun keponakannya yang datang;
- Bahwa pada saar swal hibah obacakan oleh Tergugen 1,

UNIVE ii\lm&m&hl&l.w
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tanggd 23 Pebran 1976 ns 399 m' atas nama Lukas Budi Wiaya,
disebut TTV-1,

2 Fotocopy sesuai asi, Warkah penerbtan dasd SHM Nomor
24/Pojagan, atas nama Lukas Bud Wiayn, disebut TT V.2,

3. Foiocopy sesual asknyn, warkah ponerbian  Hak
berdasarkan wirls darl SHM Nomor 34Pejagan kepada fitaweel 1bono
bemama Uga imswatl dahol The let Nio dan Lukas Budl Wiaya, disebul
TT Ve,

4 Folocogly  sesual  aslinya, warkah  porolihan  Hak
bsMnManmmmu.wm
Juni 2014 kepada Lukas Budl Wiaya, disebut TT Vo4

mmmm Tergugat V tidak mengapikan sakst davatau
ahll walaupun kesampatan uniuk in wah dibadkan kepadanys,

: }n : . e
] Menimbang @ 1 tidak ada lagl hal-nal yang
-hnnummm

Mimnbann mmmnmum segala sesuaws yang
muuq-mugn Maumwmunmmm
‘@&""Mldwnmmmu.

———
mmwmmmmm
mmuﬂaﬂmﬂ‘o‘nmum
mmmummmmmw
vmmmmwvwm i

2021 antara Inawatl Ibono allas The let Nio sebagal pemben hbah kepada
Terguges || selaku penedma hibah yang dibua oleh dan dibadapan Tergugat |

UNIVERSEEAS IS LAM NEGERY
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Menimbang batwa pawa Tergupat dan Tunat Terguge V  telah
mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sabage et

L Bahwa gugasan penggugal tidak jdasfkabur (obscw lbele);

7. Bahwa gugasan penggugal premaltur;

3 Bahwa para penggugat fidak momiia legal standing untuk
menganikan (ugatan pembataian terhadap Akia Hibah Nomor @ tanggal 7
Al 2021,

Menimbang batwn  tohadap cksepsi para Tergugat dan Tunan
Torgugiv V tersebur, parn Penggugal menyamkan pada pokokrnyn: dali-dalil
ekspesi pam Tergugat dan Turut Tergugat V tidak beralasan hukum sehinpga
mmsanﬂ:

‘Monimbang batwn terhadap dal-dalll eksepsi para Tergugat dan
Turut Tergogat V. Majeiis Hakim mempertimbangkan sebagai beckut
Ad. xwmpm(abmlm)

1 ckseps para Tergugat dan Tunt

dengon maksud dan 1juon poa
aa Hibah Nomor 9 1anggal 7 Apel

Q" Penpgugatl telah  cukup  jelas
mm yakni  agar Majelis  Hakim

wahmmummnmmmmmwv
mmmkmmmmamntmmun

UNIVERSFFASISEAM-NECGER] .
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Manimbang batwa hukism mengenal dui [enis pembatalan sustu akta
yaknl bersdar ‘dapat dibatalkan” atau bersitar “batal demi hukumn® dmana
untuk  pembatalan  yang bersitat “dapat  dibalalkan” maka permailaan
pombatalan terscbut harus dajukan oloh piak yang torikat dalam perkatan
yang diminta batal, sadangkan untuk pembataln yang bersifat “batal domi
hukun® maks Hakim karena jbatannya (ex otfico) memilikl kewenangan
untuk membeatakan susu Akla hibah apebils dalam  pemerksgasn di
porsidangan dtomukan cocal hukum borupa pelanggaran lematkap Syarat
obyekit sahnya pertkntan dakam Akta 1ersabut;

M-mmmmgsaananmw\omdmstm
uebemmmmmmu Tergugat V pada bagian i akan
ammm.ymmmwmucdemm
perkars;

WMummmmmmwm

Va1 . _- Qugatan Penggugat yang pada

_ Mmmummmmam Termugnt |
teshiadap sebidang tansh yang teretak di Kel.

© Pjagan aubaum Banghalan hias 399 m* sebagaimina durikan

muMpmmmmnunmmmnhwwummmmmn

UNIVERSI L.\M%mm
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Gambir Situasl Nomor 7/GS1976 tanggal 23 Februan 1976 dengan
Serubdar Hak Milk Nomor 34Pejagan alas nama pemegarg) hok Lukas
MmemMummNmemmmm
WOWWWMPW
MMDMMWMhMImmwMW
thdak dmangkal maka menuna hukum harus denggap terbukel ha-hal sebagal
beriout:
1 Bahwa para Pengguget memiliki hubungan dorsh deagan
almarbum Agus Suhiartono Kalam alias Liem Long Hal;
Z&Mmmn Agus Subartong Kalam akas Lam
mmmwmmmnmmmmmm
pemnikahan tersebut dikarunial seorang anak barnama Lukas Budi Widjaja;
Ammmmxum:
- am.mcxmnmmumnhmwe

Juli 2012:
= uhhua al dunin poda sanpgal 12 Jul

dunia paca sanggal 21 Jull 2021,

d n  sebolum  m dunin,  Mawas  Ibono
menandatangani A tangaal 7 Apell 2021 antara inavea
mono alies The fet ‘ pember Nibah kepada Tergugat |

sabagai pensrina b yang st oleh dan hadapan
nmwwwmﬁbmm
wnah yang tedewk dl Kel Pejogan Kec. Bangkaan Kab
iss 399 m schagaimina duraiken detam Qb St
wxomwzawuums-mmw

Pefagan Kac Bangkalan Kab, mlmluneasom‘mum
divraikan dalam Gambar Shuasi Nomor TRIGS/1976 mnggal 23 Februan

UNIVERSI PASISEANMNEGERL. .
KIAI HAJI AEERMAD SIDDIQ
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- Pamegang hak atas Sonifiker Hak Midk No. 34/Pejagmn
beralih darl pemegang hak pertvma Liem Phiek Tiauw (Soawary)
merjadl BLas fame pemegang 1. Agoes Soeharfono Kalam (Lioog Hail),
don 2. Inawati thono {The let Nio) berdasarkan Ak Jual Bed
CammPPAT Nomar 18/1976 tanggnl 1 Marot 1976 yang disahkan oleh
Turit Tergugat V pada tanggal 7 Junl 1976;

. Selanjtrya pemegang hak alas Sendikat Hak Mk
Namoe 34Pcjagan boraih dari semule mtas nama 1. Agoes Sochartono
Kadam (Liong Hoi), dan 2. Isawatl Ibono (The let Nio) menjadi ains
nama pemegang hak 1. mawatl Ibono (The et Nio). dan 2. Lukas Bud
ma berdasarkin Keterangan Hak Wars Nomor 112014 tanggal
HM 2014 dael Lely Mantirl, SH. Notais o Bangkadan yang
disahkan okeh Tung Tergugat V pada wnggal 13 Mei 2014;

. Soh.inyn pemegang hek alas Sedfikal Hak  Milik
nmummwdm fhuta atas nama 1, Mawati thona (The
ﬂllb) dan 2. I.nb Budl- Widlajs beralih menjodi atas nama Lukas
r | Pembagian Hak Bersama Nomor

2 2 2014 yang dbuat oleh dan divadapan PPAT
wm} m‘ akoh Turut Tergugat V pada tanggal 26

Yang menac pokok persergietaan anars para
 pihisk Pl Pengguges MLl pembatalan atas AKa Hial Noor 9
2021 antoen Itawali m,u—*m-m Nummm
memwummamwm

Menimbang balwa sebapaimana telahr dipartimbangkan di muka,

menmn hukum terdipar dua sifer pembataian perikatan yailu bersdar dapst

UNIVERSEASISLAM NEGER
KIAI HAJI %Wﬁmmm
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Monimbang batwa oleh karana penghibahan termasuk pernsswa
hukum perfkasn maka sah atau tdaknya sustu penghibahan harus memenuhi
syarat subjekiil dan sysrat objekiil sahnya suaty penkatan berdasarkan Pasal
1320 KUHPerdata;

Menimbang bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mengaiur syarat sahnya
suan pesikatan yaitu:

i syaral subjekilt: cakap dan sepakat, dan

b syarnt objektit karena suatu hal tertontu doan sebab yang halal;

Manimbang batwn ssan perkatan depat dibualkan karena tdak
mm‘mmuwww“m&mmmnm
yang berak untuk meminia pembataian & pengadian yaitl sntara lak pitak
yang mengikatkan drl ke dalam perikatan tersebut atau ahil wasis yang
berak;

mmm-nmwummmm. Kkrera

mmmeﬁm pengertian perjanjian batal atau
umum perjonjlan dan tidok permah ada
fmm %

mwmsmwm

? W kat maka m wajib menggai, mengikuti, don
mermaharmi nkal-rilad hukum muwunmmmmum
anﬁq mu)mmmummmmmm

mmumwmmammm

melanggar syarat objedall sahnya perdkatan maka Halam  menggunakan

kewenangan yang melekat datam jabatannya {ex oficko) untuk membazalkan

HNIVERSEIAS LSS NEGE R
Tina At |
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Menimbang bafwi 1ol terungkap takia dimana para Pangougist
memilkl hubungan darah dengan almarhum Agus Subamono Kalam alias Lem
Liong Mag dan semasa hidupaya, Agus Suhartono Kelam akias Liem Liong Haij
menikah secara sah dengan Ittawali Ibono slies The let Nio dan pernikahan
torsebut dikaunkal seorang anak bemama Lukas Budl Widjaja. Kermdian
Agus Subartono Kalam meninpgal dunia pada tangpal 6 Jull 2012, Lukas Budl
widjsja meninggal cumia pada tanggsl 12 JU8 2020 dan fawsll oo
moninggal dunia pada tanggal 21 Jui 2021, Sebelun meninggal dunia,
Itawai ihono menandatangan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 Apnl 2021

mmmuultMGmMMMmmmmm
mwmmmmtmmmmwmm
MMG‘MWMMDMldMMWMMW
sedanghan para Pengguges bukan ahli warls dar imawail iboro, dengan
demikian pora mm memilk kedudukan hukum uniuk memania

pombatalan yare borsifat at “dpat 4 atis Alea Hibah Namor 9 tanggal
Aol 2021 " 1bano dengan Tergugat If;
s ' & Majelis Hakim akan menggunakan
U

apukah Alaa. Hbah Nomor 9

s 'i'ud demt hkum® berdasarkan fakta
. | G 4

- WWWWMMW
whmmwa*mm

: wwagm: ..

- Bahwa undang-undang hanya mengakul hibah antaa orang-
orang yang masih hidup;

UNIVERSITASSSEAM NPAERLE —
KIAI HAJI ZEHMAD STDDIQ
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Monimbang bahwa Pasal 1682 KUHPardata jo  Pasal 617
KUHPerdam menegaskan pada pokoknya suatu penghibahian benda tdak
bergerak harus dilskukan dengan Akla autentik yang dibuat oleh Pejebeat
ummdmodiluﬂuhhhuduﬂbun autentik di
MMWW&“Mwmuwlmlswumldmm
wmmmmaamqummw
perikatan  berdasarkan  Pasal 1320 KUHPerdala  sebagaimana  lelah
disobutkan sebelumnys;

Manimbang batwe setarptnya akan dpertsmbangkan mengenal frasa
WWMWMMMIWKWemmm
muvmmamwmmmmmuummm
mmmmwmmmmmmom

sebagal berikut
-,pm,uquemmxmommnmmmu
sebagal borkut:

- Pasaly Unety Nomor 30 Tahun 2004
mm telah ditambah dan  dubah
mum I M;;'mm 2014 1entang Perubahan alas

0 : hp- 2004 toreang Jabatan Notaris,
mdm s adalah pejabal umum yang bernwenang

unauk mam & M”m memiliki kewenangan  lainnya
dimaksud dalam UndangUndang ini asu becdasarkan

fninnyn.

- M-mrmmqummwm

30 Tehun mm“maﬂm telah

WMMWWW&MGZTM2OH

UNTUE R e
KIAT HAJI ACHRRB-STBBIQ
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- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
emang Peraran Dasar Pokok-Pokok Agrara  menegasken  unmuk
menjamin kepassan hukam oleh Pemerniah dadakan pendaliaran tanah
di seluruh m Repubik  Indones
mmmmhmwm

b Pasal 1 ayat (1) Peranwan Pemenntati Nomor 37 Tahun
1998 (entang Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembual Akia  Tanah
sebagaimana telah diearmbsh den diubeh dengan P Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan ams Peranman Pemerntah
waavmmmnemmommmnmmvmmmmm
Mmm-mmmwpmmw
Mmm‘mmmmmmmm

mmmmmnmmmmm
mmmmzqnmmmwmmu

M“Tamﬂw fentang Pendefaran Tanah daan
wmrwwwmmm
Peranran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 fentang Hak
ok At Taah, Saiian Rumah S, daf Pendolaran
mmmmmmmnm

¢ Bahwa dadam rezen hokum perdiata (BW) mengawur sebaga

UNIVERSITAS ISLAMNEGERL. ...
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adaya pemysirahan (evering) yang dlakukan dengan cam pengumamian
akia hibah yang bersangkuzan,
mmmdulwmmdd.smemhmm
notans dan rezim bukum agrada sorta rozim by perd b
|wmddlntnduudtmkm&mmamupmoﬂbnhmmmwuh
mqmmdmmmmmmmnymgulmm
dan dhadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan kata lain Notafis tdak
borwerang membuat Akla Hibah atas tanah karena kewenangan untuk i
tetah deugaskan kepada Pejabar Pombuat Akta Tanah aleh undang-undang;
Mmtnbana bahwa setelah membaca dan mencemnall dengan
mm»wmsmquwmmxmmm
mmmwussbqﬂmmu
1mm@hmww7mm1mxmm
WWlwmmmmwmlm

IMA
2 Bahwn objek hibah d da Hibah Nomoe 9 tanggal 7 Apell

Imawali thono sebagai pembesi

dengan Pasal 1337 KUHPerdaln yang menegaskan denana sustu sebob
adalah wdarang. Wammwrwd&mﬂmmmmm

UNIVERSFRASISIEAMNEGY
KIAT HAJI AEHMATDY "’¢T’I”i’h“TQ
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Manimbang babwa dard partimbangan di atas telah terarg dan jeasion
dimana tindakan mawatl Ibono yang menghibanikan serufikat hak milk atas
nama ceang fain tdak memenuhl syarat objekiil “suaty sebab yang hadal
trawat hona melikukan panghibahan sorlebih dahulu metakukan pendaftaran
peralihan hak karena warls atas Serilikat Hak Millk Nomor 34Peagan atas
namea pemegang hak Lukas Budl Widiaja menjadi alas nama deirnya kepada
Turut Tergugat V, dengan dermddan Akt Hbiah Nomer 9 tanggal 7 April 2021
gagal memenuhi syari objektil sahnya penghibiashan;

Menimbang bahwa berdasarkan  seluruh  urlan  penimbangarn-
mdmm'mmb«mdwmmmow
WDW?MMIMWWMmmmmm
penghibahan maka panghibahan antara Itawatl 1bono alias The ket Nio yang
mmwmmm@mnmmmi

mﬂbﬂum“ohh Tergugat | selaku Notaris
'lnhuﬂalmm yong teretak di Kal Pejogon Kec.
i‘-mm Kab. | o m’ sebagaimana duraikan dalam

Gambar Sisasi TWGSHOT6 tanggal 23 Febuai 1976 dengan
 Serficat Hik Mk ‘mhmm-mmmktnmmu
%*m w*mm9m7mwn
lﬁwm‘ﬂ hukum besena segala akiat hukuminya;

batwa M sefuruh Oraan partimbangan.
umnﬁwmwm,ﬁg‘&tm
sapnt. dikabidkan sodangkan pedtm M:&h dan

terbikti dan ddandas! dengan alat bukil bequpa Akta awtentik maka alist bukel

yang dajukan oleh para phak selain dan seletibnya tidak peru

UNIVE nsrﬁrﬂwmml.mt LBl
l\lAlllA]l Tt

T
i
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Pengougat dalam mengajikan gugatan barss dinyatakan tidak beralasan
hukum yang okeh karena u harus pula divyatakan ditolak,

Menimbang bahwa oleh kerena gugatan Penggugel  dikabulkan
sebagian, moaka paa Tergugal dibukum untuk membayar biaya perkara,

WHRMSm(I)WmNmm
mmthWmm PasalPasal datam Kitab Undang
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sntang
Jabatnn Notwis sebagaimana telah ditimbah dan divbah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Untang-Undang
WSWMMMMh Undarng Undang Nomor 5§
Tahu lﬂo mq Pllmun Daosar  Pokok-Pokok Agraria, Peswiuran
Pemmﬂﬂm 1998 tentang Pesaturan Jabatan  Pejabust
PnanaMMmmmummw
2016 tentang Perubahan atas
1908 teriang Peraturn Jabatan
pan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1967

. ﬁsuct\ou.,l}
Q Menalik eksepsi prea l-mum mm‘aﬁ‘
' Pommtmm

sojumiah Rp644 000,00 (Enam ratus ampat puluh empat rbu rupah);

UNITVERSIT, m’f“mﬁmmw
IAT HAJ seats R s |

JEMBE |4~«mmm..,...m.,.

e
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Penggugat, Kussa para Targugat dan Kuasa Turat Torguget V,
tanpa dinadil Turut Targugat |, Turi Tergugnd 1L, Turst Torgugat I dan Turt

UN(VFRSITAS ISLAM NFGFRI
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